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WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4187);

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insenuf
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628j;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646};

9, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 lenlang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6848},

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881];

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
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bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah vang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Dacrah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
dapat dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
vang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa,
dan/atau perizinan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan  perundang-undangan diwajiblan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut Retribusi tertentu.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yvang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas
Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan
Jatau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

Bangunan adalah adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi
dan di bawah permukaan Bumi.

Nilai Jual Objek pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya,
atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh
pribadi atau Badan.

Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan
diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
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Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya
disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa
tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa
tertentu  yang dijual dan/atau diserahkan kepada
konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau
minuman yvang disediakan, dijual dan/atau diserahkan,
baik secara langsung maupun tidak langsung, atau
melalui pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan
dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan
oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan
untuk bermacam peralatan listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan
minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
Jasa Parkir adalah  jasa penyediaan atau
penvelenggaraan tempat parkir di |luar Badan jalan
danfatau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penvelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian
untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan
reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian amum
terhadap sesuatu.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah
Pajakatas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak
atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di
permukaan Bumi untuk dimanlaatkan,
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Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batu bara.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung
walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga
collocalia, yaitu collncalia fuchliap haga, collocalia maxina,
collocalia esculanta., dan collocalia linchi

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut
persentase tertentu.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang seclanjutnya
disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Opsen Bea Balik Nama Kendarasan Bermotor yang

selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang
dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BENKB
sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada
pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis
Bangunan Gedung.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang
selanjutnyva disingkat SLF adalah sertifikat vyang
diberikan olch Pemerintah Daerah untuk menyatakan
kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat
dimanfaatkan.

Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak,
atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau
Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang
terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
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pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
vang telah dilakukan dengan menggunkan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD atau surat untuk melakukan tagihan Pajak atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk meriilai kelenghkapan pengisian surat
pemberitahuan atau dokumen lain vang dipersamakan
dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta
kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
Penagihan  adalah  serangkaian  tindakan
Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,
dan menjual barang vang telah disita.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang
Pajaknya.

Pembavaran Pajak adalah besarmya kewajiban vyang
harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD,
surat ketetapan Pajak Daerah, surat ketetapan pajak
daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah
kurang bayar tambahan, dan STPD ke kas Daerah atau
tempat lain vang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu
vang telah ditentukan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dan Retribusi Daerah,

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu] bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Wali Kota paling lama 3 (tiga] bulan kalender, yang
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Wali Kota paling lama 3 (tiga] bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak Yang Terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
aleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa vang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencar
keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sekior swasta.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegialan, pemanfaaian ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah wyang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan
daerahnya.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan
tertentu.

. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya

disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disinglkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/fatau
denda.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
Retribusi dan/atau sanksi administratil berupa bunga
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dan/atau denda.

Daerah adalah Kota Pariaman.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
vang menjadi kewenangan Daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang Pajak dan/atau Retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan wusaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang mehputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan usaha milik negara atau Badan usaha
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan Usaha Milik Daerah yvang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimilila oleh Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem vang diterapkan oleh
satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja
Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakal yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai  pengecualian dari  ketentuan
pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut
Penyidik adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota
Pariaman yang memuat ketentuan pidana.
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Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

bertujuan untuk:

a. meningkatkan pendapatan asli Daerah dalam rangka
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat di Daerah;

b. memberikan pedoman bagi aparatur Daerah serta
masyarakat dalam melakukan pungutan terhadap Pajak
dan Retribusi; dan

c. optimalisasi tata kelola penyelenggaraan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

BAB I
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 3

(1) Jenis Pajak terdiri atas:
a. PBB-PZ;

b. BPHTBE;
c. PBJT atas:

1. Makanan dan/atau Minuman;

2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;

4. Jasa Parkir; dan

5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

Pajak Reklame;

PAT,

Pajak MBLB;

Pajak Sarang Burung Walet;

Opsen PKB; dan

. Opsen BENKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
a. PBB-P2;

b. Pajak Reklame;
c. PAT;

d. Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKB.

(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri cleh Wajib
Pajak terdiri atas:

a. BPHTH;

b=k | e B+ =
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b. PBJT atas:
1. Makanan dan/atau Minuman;

2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;

4. Jasa Parkir; dan

5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

c. Pajak MBLB; dan

d. Pajak Sarang Burung Walet.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan

jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas:

a. surat ketetapan Pajak;

b. surat pemberitahuan Pajak Terutang; dan/atau

c. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan

jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2} terdiri

atas:

a. surat pemberitahuan Pajak; dan/atau

b. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dokumen surat pemberitahuan Pajak scbagaimana

dimaksud pada ayat (5] wajib diisi dengan benar dan

lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(1)

{2}

(3

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 4
Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.
Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] termasuk
permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau
pengurukan.
Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan,
dan/atau pemanfaatan atas:
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a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor
Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara
lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau
barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-
mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan,

¢c. Bumi danfatau Bangunan yang semata-mata
digunakan untuk tempat makam (kuburanj,
peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi vang merupakan hutan lindung, hutan suaka
alam, hutan ‘wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara vang belum dibebani suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh
Badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan  peraturan menteri  Yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api,
moda rayva terpadu, lintas raya terpadu, atau yang
BE|CN1S;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya
berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali
Kota; dan

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi
dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Subjek Pajak PBB-P2 waitu orang pribadi atau Badan
vang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, danjfatau mempercleh manfaal
atas Bangunan.

Waijib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang
gecara nyata mempunyal suatu hak atas Bumi dan/fatau
mempercleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Hangunan.
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Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

(1)
(2)

(3)

(4)

(3

(&)

(7)

(8]

(9)

(10)

(1)

Pasal 6
Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu
dapat ditetapkan sectiap tahun sesuai dengan
perkembangan wilayah Daerah.
Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
NJOP tidak |kena  Pajak  ditetapkan  sebesar
Rpl10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah] untuk setiap
Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih
dari satu ohjek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diberikan
atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20%
{dua puluh persen) dan paling tingg 100% (seratus
persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena
pajak.
Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana
dimaksud pada ayat (7] dan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (B) diatur dalam Peraturan Wali
Kota.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2
schagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar ;

a. untuk Nilai NJOP diatas Rpl0.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) sampai dengan Rpl.000.000.000,- (satu
milyar Rupiah) sebesar 0,05 % (nol kema nol lima
persen); atan
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b. untuk Nilai NJOP lebih dari Rpl.000.000.000,- (satu

milyar Rupiah) sebesar 0,1 % (nol koma satu persen)
Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan
sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 vang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (7) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

(1]
(2]

(3)

(1]
(2]

Pasal 9
Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun
kalender.
Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat tenadinva
kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi
dan fatau Banpunan.
Saat vang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2} yaitu
menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 10
Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan
wilayah Daerah yvang meliputi letak objek PBB-P2.
Termasuk dalam  wilavah pemungutan PBB-P2
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilavah
Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut
berada:
a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan
diatasnya; dan
b. bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan
perairan darat vang konstruksi tekniknya terhubung
dengan Bangunan vang berada di daratan, kecuali
pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

(1)

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 11
Objek BPFHTB vaitu Perolehan Hak Atas Tanah dan/fatau
Bangunan.
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(2) Perpolehan Hak Atas Tanah dan/fatau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

jual beli;
tukar-menukar;
hibah;
hibah wasiat;
WATIS;
pemasukan dalam persercan atau Badan hukum
lain;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putlusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
| 12, pemekaran usaha; dan

13. hadiah;

b, pemberian hak baru karena;
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.
(3) Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

halk milik;
hak guna usaha;
hak guna Bangunan;
hak pakai;
hak milik atas satuan rumah susun; dan

f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak

Atas Tanah dan/atau Bangunan:

a. untuk kantor pemerintah, Pemerintahan Daerah,
penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya
vang dicatat sebagai barang milik negara atau barang
milik Daerah;

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum;

c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional
dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas
Badan atau perwakilan lembaga tersebut vang diatur
dengan peraturan menteri yvang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan;

d. untuk  perwakilan diplomatik dan konsulat

af ol h b
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berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak
atau karena perbuatan hukum lain dengan tdak
adanya perubahan nama;

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf,

g. oleh orang pribadi atau Badan yvang digunakan untuk
kepentingan ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat
berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4] huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama
dengan krileria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kola.
Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada avat (5)
diselaraskan dengan kebijakan pembernan kemudahan
pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12
Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan
yvang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
Wajib Pajak BPHTE yaitu orang pribadi atau Badan vang
memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

(1)
(2)

Pasal 13

Dasar pengenaan BPHTBE wyaitu nilai perolehan objek

pajak.

Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah
wasiat, waris, pemasukan dalam persercan atau
Badan hukum lainnya, pemisahan hak vang
mengakibaitkan peralihan, peralihan hak karena
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas
tanah sebagai kelanjutan dan pelepasan hak,
pembenan hak baru atas tanah di luar pelepasan
hak, penggabungan usaha, pelecburan usaha,
pemekaran usaha, dan hadiah; dan
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c. harga transaksi vang tercantum dalam risalah lelang
untuk penunjukan pembeli dalam lelang,

{3) Dalam hal nilai perclehan objek Pajak sebagaimana
dimaksud pada avat (2) tdak diketahui atau lebih rendah
daripada NJOP vang digunakan dalam pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinva perolehan,
dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP
vang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan pada tahun terjadinya peralehan.

(4] Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta
rupiah] untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak
wilayah Daerah.

(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2} huruf a
angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang
masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke
bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris,
termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak
kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).

(6) Selain perolehan hibah wasiat atau waris sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) untuk hibah wasiat atau waris
yvang diterima berupa tanah ulayat tidak untuk dijual dan
harus di wariskan kembali ditetapkan nilai perolehan
objek Pajak tidak kena Pajak sebesar Rp400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah).

Pasal 14
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15
Besaran pokok BPHTE yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek
Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 avat (4) atau avat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16
(1] Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya
perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian
pengikatan jual beli untuk jual beli;
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b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinva akta
untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat,
pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yvang diberi kuasa
oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya
ke kantor bidang pertanahan untuk wans;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak untuk pemberian hak baru alas lanah
scbagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar
pelepasan hak; atau

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk
lelang.

Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak

menggunakan  perjanjian pengikatan  jual  beli

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, saat
terutang BPHTE untuk jual beli yaitu pada saat
ditandatanganinya akta jual beli,

Wilavah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan

wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan

berada.

Bagian Keempat
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1
Nama, Ohjek, dan Subjek Pajak

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau
konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yvang meliputi:

pppgp

Makanan dan/ atau Minuman,
Tenaga Listrik;

Jasa Perhotelan;

Jasa Parkir; dan

Jasa Kesenian dan Hiburan.
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Pasal 18

Penjualan danfatau penyerahan Makanan dan/atau

Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a

meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan

oleh:

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan
penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja,
kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1, proses penyediaan bahan baku dan bahan
setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta
penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oieh pemesarn
dan berbeda dengan lokasi dimana proses
pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penvajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan
dan petugasnya.

Yang dikecualikan dari objek PBJT scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan

dan fatau Minuman:

a. dengan peredaran usaha tidak melebihi sebesar
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

h. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang
tidak semata-mata menjual Makanan danj/atau
Minuman; atau

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 19

Konsumsi Tenaga Listrik vang menjadi Objek PBJT

Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna

akhir.

Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listnik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah,
Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara
lainnya;

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yvang digunakan
oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing
berdasarkan asas timbal balik;

c¢. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti
jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang
sejenis; dan

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan
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izin dar instansi teknis terkait.

Pasal 20

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17

huruf ¢ meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas

penunjangnya, Serta penyewaan ruang rapat/pertemuan
pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:

hotel;

hostel;

vila,

pondok wisata;

maotel;

losmen,

wisma pariwisata;

pesanggrahan;

rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/ resort/

cottage,

tempat tinggal pribadi yang difungsikan scbagai hotel,

dan

k. glamping.

Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

. jasa tempat tinggal asrama vang diselenggarakan oleh
pemerintah atau Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat,
panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lamnnya
YAnNg sejenis;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan

keagamaan;,

jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

-1 X NN

e

o a

Pasal 21

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf

d meliputi:

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
dan/atau

b. pelavanan memarkirkan kendaraan (Parkir Valet).

Yang dikecualikan dari jasa penvediaan tempat parkir

sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:

A. jasa tempat parkir yvang diselenggarakan oleh
pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh
perkantoran yang  hanya  digunakan untuk
karvawannya sendiri;
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jasa tempat parkir vang diselenggarakan oleh
kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing
dengan asas timbal bahk; dan

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Rumah
Ibadah.

Pasal 22

Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf e meliputi:

k.

L

= e L0 o

tontonan film atau bentuk tontonan audio wisual
lainnya yang dipertontonkan secara langsung di
suatu lokasi tertentu,

pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
kontes kecantikan;

kontes binaraga;

pameran;

pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
permainan ketangkasan,

olahraga permainan dengan menggunakan
tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan
untuk olahraga dan kebugaran,

rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana
pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana
permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun
binatang;

panti pijat dan pijat refleksi; dan

karaoke dan mandi uap/spa.

Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] yaitu Jasa Kesenian
dan Hiburan yang semata-mata untuk:

a.

b.

.

promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut
bayaran,

kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut
bayaran; dan/atau

pergelaran kesenian untuk kegiatan amal dan/atau
kegiatan keagamaan.

Pasal 23

Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan .Jasa
Tertentu.

Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang
melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi
Barang dan Jasa Tertentu.
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Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

(1)

(2

(31

(4

(1)

(2)

Pasal 24

Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan

oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia
Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas
Makanan dan/atau Minuman;

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga
Listnk;

c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan
untuk PBJT alas Jasa Perhotelan,

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau
penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia
pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJIT
atas Jasa Parkir; dan

e, jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara
Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas
kesenian dan hiburan.

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan voucher atau bentuk lain yvang sejenis

yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar

pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau
mata uang lain tersebut.

Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung

berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang
berlaku di wilavah Daerah.

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan

pengendahan penggunaan kendaraan pnbadi dan tingkat

kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkar,

Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan

sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 avat (1) huruf b ditetapkan untuk:
a. Tenaga Listrik yvang berasal dari sumber lain dengan

pembayaran; dan
b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendin.
Milai jual Tenaga Listrik vang ditetapkan untuk Tenaga
Listrik yvang berassal dari sumber lain dengan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a, dihitung
berdasarkan:
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a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan
biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan
dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga

Listrik vang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:

a. kapasitas tersedia;

b. tingkat penggunaan listrik;

c. jangka waktu pemakaian listrik; dan

d. harpa satuan listrik vang berlaku di wilayah Daerah.

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga

Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayararn

sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf a dan

ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3], penvedia Tenaga

Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan

Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan

Tenaga Listrik yvang dijual atau diserahkan,

Pasal 26

Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke

dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat

puluh persen).

Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh
industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam,
ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

b. konsumsi Tenaga Listrik vang dihasilkan sendir,
ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

Besaran pokok PBJT vang terutang dihitung dengan cara

mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 dengan tanf PRJT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2],

dan ayat (3).

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat.

a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan
danfatau Minuman untuk PBJT atas Makanan
dan/atau Minuman;

b. konsumsi atau pembavaran atas Tenaga Listrik untuk
PBJT atas Tenaga Listrik;

c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan
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untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyvediaan
tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan
Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan
Hiburan.

(3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau
konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 28
(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan

Feklame,

(2) Ohbjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

Reklame papan [ billboard/ videotron,/ megatron,
Reklame kain;

Reklame melekat/stiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
Reklame udara;

Reklame apung;

. Reklame film/ slide, dan

i. Reklame peragaan.

[3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame vaitu:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi,
radio, warta hanan, warta mingguan, warta
bulanan,dan scjenisnya,

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang
| diperdagangkan, vang berfungsi untuk membedakan
| dari produk sejenis lainnya;
¢, nama pengenal usaha atau profesi yvang dipasang

melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area
tempat usaha atau profesi vang jenis, ukuran,
bentuk, dan bahan Reklamenva diatur dalam

Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada

ketentuan vang mengatur tentang nama pengenal
usaha atau profesi tersebut;
d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau

® oo a0 gp

PR =
-
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Pemerintah Daerah; dan

e. Reklame yvang diselenggarakan dalam rangka kegiatan
politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai
dengan iklan komersial.

Pasal 29
Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan
yang menggunakan Reklame.
Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan
yvang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

(1)
(2)

(3)

(4)

(3]

Pasal 30
Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa
Reklame.
Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga,
nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilan sewa
Reklame sebagaimana dimaksud pada avat (1) dihitung
dengan memperhatikan faktor jenis, bahan vang
digunakan, lokasi penempalan, wakiu penayangan,
jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran
media Reklame,
Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak
wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan
menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada
ayat [3).
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan
nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada avat (1)
sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali
Kota.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima
persen).

(1)

Pasal 32
Besaran pokok Pajak Reklame vang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan
taril Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal




(2)
(3)

(4)

(1]
(2]
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(2]
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31.

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat
terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Wilayvah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan
Reklame.

Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan
Pajak Reklame yang terutang yaitu wilayah
Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
MNama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 33
Objek PAT vaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah,
Yang dikecualikan dari objek PAT waitu pengambilan
untuk:
keperluan dasar rumah tangga;
pengairan pertanian rakyat;
perikanan rakyat;
peternakan rakyat;
keperluan keagamaan; dan
panti jompo, panti asuhan dan panti sosial.

mpan o

Pasal 34
Subjek PAT waitu orang prbadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.
Wajib PAT wyaitu orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

(1)
(2)

Pasal 35
Dasar pengenaan PAT vaitu nilai perolehan Air Tanah.
Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku
dengan bobot Air Tanah.
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(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan
pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-
faktor berikut:

jenis sumber air;

lokasi sumber air,

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,

volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;

kualitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan eoleh

pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada
nilai perolehan Air Tanah wyang ditetapkan oleh
Gubernur,

e ap op

Pasal 36
Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 37

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36.

(2) Wilayah pemungutan PAT terutang merupakan wilayah
Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.

(3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah,

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 38
(1] Objek Pajak MBLB vaitu kegiatan pengambilan MBLB
yvang meliputi:
a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
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batu kapur;

batu apung;

batu permata;
bentonit;
dolomut;
feldspar;
garam batu;
grafit;
granit/andesit;

. Eips;

kalsit;

kaolin;

leusit,

magnesit;

mika;

MArmer;

nitrat;

opsidien;
oker;

. pasir dan kenkil,
pasir kuarsa,;
perlit;
phospat;

 talk;

. tanah serap;

. tanah diatome;

. tanah liat;

. tawas;
tras;

. yarosit;

. zeolit;

RogpNeNgecrpRiopopgrRTrORNAR

=T ]

SR=3

i, basal;

i trakkit;

kk. belerang;

1. MBLE ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan

mm. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Yang dikecuahkan dan objek Pajak MBLB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

a untuk keperluan rumah tangga dan tidak
diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan

b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon,
penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnva
vang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.




(1)
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Pasal 39
Subjek Pajak MBLB vaitu orang pribadi atau Badan vang
mengambil MBLB.
Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang
mengamhbil MBLB,

af 2

Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

(1]
(2]

(3]

(4]

Pasal 40
Dasar pengenaan Pajak MBLB vaitu nilai jual hasil
pengambilan MBLB.
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian wvolume/tonase pengambilan
MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis
MBLE pada mulut tambang vang berlaku di wilayah
Daerah.
Harga patokan sebagaimana dimaksud pada avat (3)
ditetapkan sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang pertambangan mineral
dan batu bara.

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

(1)

(2]

(3]

Pasal 42

Besaran pokok Pajak MBLE yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 avat (1) dengan
tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat
terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Wilayah Pemungutan Pajak MBLE vyang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragrafl 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 43
Objek Pajak Sarang Burung Walet vaitu pengambilan



(2)

(1]

12)
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dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Yang dikecualikan darn objek Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan
sarang Burung Walet vang telah dikenakan penerimaan
negara bukan pajak.

Pasal 44
Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi
atau Badan yvang melakukan pengambilan dan/atau
mengusahakan sarang Burung Walet.
Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi
atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

(1]
(2)

(3)

(4]

Pasal 45
Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai
jual sarang Burung Walet,
Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara
harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku
di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang
Burung Walei.
Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan
pada saat terjadinya pengambilan danfatau
pengusahaan sarang Burung Walet.
Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang
Lerutang merupakan wilayah Daerah tempal pengambilan
dan /atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10%
{sepuluh persen).

Pasal 47

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak
Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46.
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Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 48
Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 49
(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(2} Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan
pemungutan Pajak terutang dari PKB,

Pasal 50
Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam
persen) dihitung dar besaran pajak terutang,

Pasal 51
Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tanf
Opsen PRB.

Pasal 52
(1] Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat
terutangnya PKE.
(3) Wilayah pemungutan opsen PKB yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor

terdaftar.
Pasal 53
Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BENKE.
Pasal 54
(1} Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak

BBNKB.
(2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan
dengan pemungutan Pajak terutang dari BENKB.

Pasal 55
Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh
enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang,

Pasal 56
Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKE dengan tarfl
Opsen BENKB.
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(2]
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Pasal 57
Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BENKDB
terutang.
Saat fterutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat
terutangnya BBNKB.
Wilayah pemungutan Opsen BBNKB vang terutang
meru wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor
terdaftar.

Pasal 58
Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak vang
dikenakan Opsen.
Tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) dilaksanakan sesuai dengan peraluran
perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya

(1)

(2]

(3)

(4

(5}

Pasal 59
Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
a. Opsen PKB;
b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
c.. PAT,
dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah
ditentukan penggunaannya.
Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling sedikit 10% (sepuluh persen| dialokasikan untuk
pembangunan dan/atau  pemeliharaan  jalan  serta
peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimaana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sebesar
10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk
penvediaan penerangan jalan wmum,
Kegiatan penvediaan penerangan jalan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur
penerangan jalan umum; dan
b. pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik
untuk penerangan jalan umum.
Hasil penerimaan PAT dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan
pencemaran dan/fatau kerusakan lingkungan hidup
dalam Daerah vang berdampak terhadap kualitas dan
kuantitas Air Tanah, yang meliputi:



(1]

(2

{3)

(4]
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penanaman pohon;

pembuatan lubang atau sumur resapan,

pelestanan hutan atau pepohonan;

pengelolaan limbah; dan/atau

kegiatan pencegahan, penanggulangan dan
pemulihan  pencemaran  dan/fatau  kerusakan
lingkungan hidup lainnya yang berdampak terhadap
Air Tanah.

Bagian Kesebelas
Masa Pajak

panop

Pasal 60
Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi
atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif
atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam
Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.
Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak vang dibayar
sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak,
kecuali untuk BPHTB.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan untuk jangka wakiu 1 (satu] bulan kalender
atau jangka wakiu lain paling lama 3 (uga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Yang
Terutang.
Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan tahun
Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keduabelas
Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 61
Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib
Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada
Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah
berkoordinasi dengan kementerian yang
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Pasal 6.2
Selain melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebhagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat
melakukan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak
Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status
Wajib Pajak dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 dan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dialur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketigabelas
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 64

(1] Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2], Pasal 12 ayat (2], Pasal 23 ayat (2], Pasal 29 ayat (2],
Pasal 39 ayat (2], Pasal 44 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan
Pasal 54 ayat {1}, wajib membayar Pajak Terutang.

{2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman
dan/atau pengumuman di media massa bahwa Wajib
Pajak tidak taat dalam melakukan Pembayaran Pajak;
dan/atau

d. denda administratif sebesar 1% (satu persen] per
bulan dari Pajak Terutang yang tidak atau kurang
dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan  tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24
([dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan
menggunakan STPD.



& |
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BARB 1l
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65
Jenis retribusi terdiri atas:
a. retribusi Jasa Umum;
b. retribusi Jasa Usaha; dan
c. retribusi Perizinan Tertentu,

Pasal 66
(1} Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi
altau Badan yang menggunakan atau memkmat

pelayanan Jasa Umum.
| (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi
atau Badan vyang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran

Retribusi atas pelayanan Jasa Umum,.

Pasal 67
Retribusi Jasa Umum merupakan Retribusi yang dipungut
atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Dacrah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 68

(1] Jenis pelayanan yang merupakan objek Retnbusi Jasa

Umum meliputi:

a. pelayanan kesehatan,

b. pelayvanan kebersihan;

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
d. pelayanan pasar,

(2) Jenis pelayanan dalam Retribusi Jasa Umum yang tidak
dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu pelayanan
pengendalian lalu lintas,

{3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk pelavanan vang diberikan oleh BLUD.

(4) Pelavanan vang merupakan objek Retribusi Jasa Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] merupakan
pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah
sebagaimana diatur dalam  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.
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Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas

pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek

diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam

Peraturan Wali Kota sebagimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

¢. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Peraturan Wali Kota schagaimana dimaksud pada ayat (5)

disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,

dan DPRD paling lambat 7 (tujuh] hari kerja sejak

Peraturan Wali Kota ditetapkan.

Dikecualikan dari ohbjek Retribusi Jasa Umum

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan

jasa umum vyang dilakukan oleh pemerintah, BUMN,

BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum

merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan

dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah

Daecrah untuk menyelenggarakan  jasa yang

bersangkutan.

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum

ditetapkan dengan ketentuan:

a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis
pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka
waktu pelayanan;

b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis
pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau
jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;

¢. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukuar
berdasarkan jenis kendarsan, jenis atau kawasan
lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka
waktu pemakaian tempat parkir; dan

d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuens:
pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar
dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
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Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan keschatan bagi
penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan
dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket
pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 70
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian
atas pelayanan tersebut.
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan
biaya modal.
Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan
biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Prinsip dan sasaran dalam penetapan taril Retribusi Jasa
Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai BLUD.

Pasal 71

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif
Retribusi.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran [l
dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 72

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (2] huruf a yaitu pelayanan kesehatan di pusat kesehatan
masyakarat, pusat kesehatan masyakarat keliling, pusat
kesehatan masyakarat pembantu, balai pengebatan, rumah
sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya
yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
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Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 73
(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 ayat (1} huruf b yaitu pelayanan kebersihan

yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:

a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari
sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau
lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan
akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan
akhir sampah;

c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau
pemusnahan akhir sampah;

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

e. pengolahan limbah cair rumah tangga., perkantoran,
dan industri.

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu:

. pelayanan kebersihan jalan umum;

pelavanan kebersihan taman;

pelayanan kebersihan tempat ibadah;

pelayanan kebersihan panti jompo, panti asuhan, dan

panti sosial; dan

pelayanan kebersihan tempat pemakaman umum.

o o

i

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 74
Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) hurul ¢ merupakan penyediaan
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan kefentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 75
Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat
(1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional
atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola
oleh Pemerintah Daerah.
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Pasal 76
Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama
3 (tiga) tahun sekali.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan
penambahan objek retribusi.
Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Keenam
Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 77

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66

ayat (2), wajib membayar atas pelayanan yang diterima.

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

administratil berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman
danfatau pengumuman di media massa dan/atau di
tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat
dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau

d. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum

(1]

(<]

Pasal 78

Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Jasa Umum
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan
langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang
bersanghkutan.

Penerimaan Retribusi Jasa Umum yang dipungut dan
dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan
penerimaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Wali Kota,

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pagal 79
Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi
atau badan wyang menggunakan atau menkmat
pelayanan Jasa Usaha.
Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembavaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 80

Jenis penyvediaan atau pelayvanan barang dan/atau jasa
yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
a. penyediaan lempal kegialan usaha berupa pasai

grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan

jalan;
¢. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan
atau vila;
pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
pelayanan jasa kepelabuhan;
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
pelayanan penyveberangan orang atau barang dengan
menggunakan kendaraan di air;
penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
dan
pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah
dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jenis pelayanan dalam Retribusi Jasa Usaha yang tidak
dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi Retribusi
penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi,
dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam

T mmonAo
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lingkungan tempat pelelangan.

Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan

dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas

pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (4], penyesuaian detail rincian objek

diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Detail rincian ohjek Retribusi yang diatur dalam

Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5]

disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,

dan DPRD paling lambat 7 (tujuh] hari kerja sejak

Peraturan Wali Kota ditetapkan.

Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan

jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha

merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan

dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah

Daerah untuk  menyelenggarakan  jasa Yang

bersangkutan.

Tingkal penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

ketentuan:

a. penyediaan tempat  |kegiatan usaha  diukur
berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan,
dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar
grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
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dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar
grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi
pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian
fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

c. atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan
jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka
waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau
pesanggrahan atau vila;

d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur
bercdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan,
frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu
pemakaian fasilitas ramah potong hewan;

e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan
frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian
fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau
volume penggunaan pelayanan;

{. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga
diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi
pelayenan, dan/atau jangka waktu pemakaian
fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

g penjualan produksi usaha  Daerah diukur
berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha
Daerah; dan

h. retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah
yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau
optimalisasi aset dacrah dengan tidak mengubah
status kepemilikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan
jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi
pelayanan, dan/atau jangka wakiu pemanfaatan aset
Daerah.

Pasal 82

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh
keuntungan vang layak.

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan keuntungan yvang diperoleh apabila
pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien
dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Usaha vang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai
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Pasal B3

(1} Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif
Retribusi.

(2} Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha
tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran
VI, Lampiran VIII, Lampiran [X, Lampiran X, Lampiran
Xl, dan Lampiran XII yang merupakan bagan tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan,
dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 84

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,
pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a yaitu penyediaan
tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan
fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta
tempat kegiatan wusaha lainnya yang disediakan atau
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 85
Penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) hurufl b yaitu
penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Dacrah.

Bagian Keempat
Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila

Pasal 86
Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c
merupakan penyediaan tempat penginapan atau
pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.
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Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 87
Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan
penyediaan fasilitas pemotongan hewan termak termasuk
pelayanan pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dan
sesudah dipotong, vang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 88
Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (1) huruf e yaitu pelayanan kepelabuhanan pada
pelabuhan vang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh
oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 89
Pelayanan tempat rekreasi, parwisata, dan olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f vaitu
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga vang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang
dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 90
Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan
menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (1) huruf g vaitu pelayanan penyeberangan
orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
vang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.
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Bagian Kesembilan

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

1)

(2]
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Pasal 91

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

shagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf h

yaitu penjualan hasil produksi usaha daerah oleh

Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek Retribusi penjualan hasil

produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui
kelompok tani atau kelompok budi daya perikanan;

b. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
untuk kegiatan sosial dan budaya;

c. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
untuk kegiatan keagamaan; dan

d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
untuk kegiatan pendidikan,

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak
Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
Organisasi Perangkat Daerah Dan/ Atau Optimalisasi
Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status
Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

Pasal 92

Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (1) huruf i yaitu pemanfaatan dan/atau
optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang tidak
mengganggu  penyelenggaraan  tugas dan  fungsi
organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset
Daecrah dengan tidak mengubah status kepemilikan
sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan untuk tujuan meningkatkan perckonomian
masyarakat atau layanan umum.

Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemanfaatan Aset
Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau
optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status
kepemilikan =sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1) yaitu:

a. pemakaian kendaraan, mesin, alat berat yang
digunakan oleh Pemerintah Daerah;

b. pemakaian kendaraan, kapal cepat, kapal motor dan
sarana perikanan yang digunakan oleh Pemenntah
Daerah; dan

c. pemakaian tanah danfatau Bangunan yang
digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah
atau pelajar sepanjang tidak untuk kepentingan
komersil.

Pasal 93

Penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan

barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:

a. besaran tarif sewa barang milik Daerah berupa hasil
perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor
penyesuaian sewn,

b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang
merupakan pendapatan daerah dilitung eoleh Tim
yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama
penyediaan  infrastruktur  berupa pembagian
kelebihan keuntungan (clawback) dihitung
berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah
berupa:
a. sewa yang masa sewanya lebih dan 1 (satu) tahun;
b. kerja sama pemanfaatan;
¢. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan
barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran
tarif pelayanan pemanfaatan barang miliki Daerah diatur
dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenail
pengelolaan barang milik Daerah.
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Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan
pemanfaatan barang milik Daerah.
Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
¢. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Pemanfaatan barang mililk Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan  yang
mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3
(tiga) tahun sekali.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perckonomian, tanpa melakukan
penambahan objek retribusi.
Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas
Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 94

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79

avat [2) wajib membavar atas pelayanan yvang diternma.

Wajib Retribusi vang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada avat (1) dikenakan sanksi

administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman
dan/atau pengumuran di media massa dan/atau di
tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat
dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau

d. denda administratif sebesar 1% (satu persen| per
bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar dihitung dan tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat] bulan dan ditagih dengan menggunakan
STRD.
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Bagian Kedua Belas
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 95

(1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Jasa Usaha
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan
langsung dengan penyelenggaraan barang atau
pelayanan jasa yang bersangkutan.

{2) Penerimaan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut dan
dikelola olech BLUD dapat langsung digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan
penerimaan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2] diatur dengan
Peraturan Wal Kota.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 96

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi yang
dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan
ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindung
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 97

il} Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek
Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

a. PBG; dan
b. penggunaan tenaga kerja asing

2} Pelayanan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3} Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan
perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha
milik negara, badan wusaha milik daerah, dan pihak
swasta.
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Bagian Kedua

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

(1)

(3)

(9)

(1)

Pasal 93
Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh
Pemerintah Daerah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar
teknis;
penerbitan PBG,
inspeksi bangunan gedung;
penerbitan SLF dan SBKBG; dan
pencetakan plakat SLF.
Ff:nerbmt.an PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada
avat {1) diberikan untuk permohonan persctujuan:
a. pembangunan baru;
b. Bangunan Gedung yvang sudah terbangun dan belum
memiliki PBG dan /atau SLF;
c. PBG perubahan untuk:
perubahan fungsi Bangunan Gedung;
perubahan lapis Bangunan Gedung;
perubahan luas Bangunan Gedung;
perubahan tampak Bangunan Gedung,
perubahan spesifikasi dan dimensi komponen
pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi
aspek keselamatan dan /atau kesehatan;
6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat
kerusakan sedang atau berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan
Gedung cagar budaya; atau
B. perbaikan Bangunan Gedung vang terletak dh
kawasan cagar budaya.
Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembenan
izin persetujuan Bangunan milik pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan Bangunan vyang memiliki [ungs
keagamaan atau peribadatan.

o o0 o

o ol

Pasal 99
Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang
Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati
pemberian Perizinan Tertentu.
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Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang
pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan

Tertentu merupakan jumiah penggunaan jasa yang

dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul

Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa vang

bersangkutan.

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan

Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan ketentuan:

a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula vang
mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan
pelayanan; dan

b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur
berdasarkan  frekuensi penvediaan  pelayanan
dan/atau jangka waktu pelayanan.

Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan

penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a terdin: atas:

a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:

1. luas total lantai;

2. indeks lokalitas;

3. indeks terintegrasi; dan

4, indeks bangunan gedung terbangun.

b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung,

meliputi:

1. volume;

2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 101
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
Retribugi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan
untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan.
Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan
dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum,
penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dan
pemberian izin tersebut.
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Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
avat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Bangunan Gedung.

Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja
asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
97 ayat (2), biaya penyelenggaraan pemberian izin
mengacu pada ketentuan perundangundangan mengenai
penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 102
Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dengan
tarif Retribusi.
Khusus wuntuk Retribusi Perizinan Tertentu atas
pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung
berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa
atas penyediaan pelayvanan PBG dengan harga satuan
Retribusi PBG.
Harga satuan Retribusi PBO sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] terdiri atas:
a. SHS3T untuk Bangunan Gedung, atau
b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 103

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b merupakan
pclﬂyarlﬂn pengesahan rencana penggunaan tenaga kena
asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan
tenaga kerja asing,

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan
sehagaimana dimaksud pada avat (1) yvaitu penggunaan
tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah, instansi
Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan
internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan
jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 104
Tarf Retribusi merupakan nilai rupiah vang ditetapkan
untuk menghitung besaran Retnbusi yvang terutang.
Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selan
rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus
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dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs vang ditetapkan oleh menten yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
keuangan untuk kepentingan perpajalkan.

(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu
atas persetujuan bangunan gedung tercantum dalam
Lampiran XIIl dan atas penggunaan tenaga kerja asing
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

{4) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling
lama 3 (tiga) tahun sekali.

(5] Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian,
tanpa melakukan penambahan objek retribusi.

(6] Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya
dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam
tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.

(7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5] khusus pelayanan PTKA
berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan
pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

{8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapakan dengan Peraturan
Wali Kota.

Bagian Ketign
Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 105

(1] Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.

{2} Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman
dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di
tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat
dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau
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d. denda administratif sebesar 2% {dua persen) dan tanf
untuk setiap bulan keterlambatan, paling lama 12
(dua belas) bulan.

Bagian keempat
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 106

Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Penzinan
Tertentu diutamakan untuk mendanai keglatan yang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
yang bersangkutan.

Kelentuan lebih  lanjut  mengenai pemanfaatan
penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali
Kota.

BAE VI

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan

(1)

(2]

Pajak dan Retribusi

Pasal 107

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan
Pajak dan Retribusi.
Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengaturan mengenai:
pendaftaran dan pendataan;
penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
pembayaran dan penyetoran;
pelaporan;
pengurangan, pembetulan, dan pembatalan
ketetapan;
pemeriksaan Pajak dan Retribusi;
penagithan Pajak dan Retribusi;
keberatan;
gugatan;
penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali
Kota; dan
k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara

Pemmungutan Pajak dan Retribusi.

PTRDODOE
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan
Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (2
diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Dalam rangka penyelenggaraan Pajak, Pemerintah

Daerah memberikan NPWPD kepada Wanb Pajak.

Pemberian NPWD kepada Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. untuk jenis Pgjak yang dipungut berdasarkan
penetapan Walikota, Wajib Pajak wajib mendaltarkan
objek Pajak kepada Pemerintah Daerah. dengan
menggunakan:

1. surat pemberitahuan objek Pajak untuk PBB-P2;
dan

2. surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak
Reklame, Pajak Air tanah, Opsen KB, dan Opsen
BBNKE:;

b. untuk jenis Pajak vang dibayar sendiri berdasarkan
penghitungan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib
mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.

Untuk jenis Pajak yang memerlukan registrasi objek

Pajak, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan nomaor

registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang

dipersamakan wuntuk jenis Pajak yang memerlukan
pendaftaran objek Pajak.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk

kependudukan.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk

Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Khusus untuk:

a. Wajib Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan
pemungut Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
yang berstatus BUMN atau BUMD; dan

b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus
BUMN atau BUMD.

dapat didaftarkan dengan nomor pokok Wajib Pajak yang

digunakan dalam administrasi perpajakan pusat.

Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri

sehagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota

menerbitkan NPWPD berdasarkan data vang diperoleh
atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
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Pasal 109
Pemerintah Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak
dan objek Pajak.
Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau
Bangunan dalam wilayah Daerah.
Wajib Pajak untuk jenmis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendin oleh Wajib Pajak yakm
BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung
Walet, wajib mengisi SPTPD.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup
BPFHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung
Walet, terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3] paling
sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak
Terutang perjenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya Masa
Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan
Pajak.
Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai
SPTPD.
SSPD DBPHTD sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya
pembayaran.
Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
dilakukan setiap Masa Pajak.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk menghitung Pajak Terutang vang harus
dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan
dilaporkan dalam SPTPD.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Wali
Kota menetapkan jangka waktu penvampaian SPIPD
sebapgaimana dimaksud pada avat (1) paling lama 15
{lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
11) dikecualikan untuk BPHTB.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan
penyampaian SPTPD, penentuan Masa Pajak untuk
setiap jenis Pajak, dan batas waktu penyampaian SPTPD
diatur dengan Peraturan Wali Kota.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada avat (12} ditetapkan dengan STPD
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sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk
setiap SPTPD.

Sanksi administratf berupa denda sebagaimana
dimaksud pada avat (14) tidak dikenakan jika Wajib
Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure.

Keadaan kahar (force majeure) Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (14) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penvalat; dan/ atau

¢. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 110

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 151 ayat (2}, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk
dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan
NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis
penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau
atas dasar permohonan Wajib Pajak.
Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD,
nomor regisirasi, NOFD, dan/atau jenis penomoran lain
yvang dipersamakan dilakukan berdasarkan permochonan
Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat vang ditunjuk harus
menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
Penonaktifan atau penghapusan NPWFPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan/atau
b. tdak sedang mengajukan upaya hukum berupa

keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan

kembali.

Pasal 111

Dalam rangka penvelenggaraan Retribusi, pemungutan

Retrnibusi  diselenggarakan oleh Pemernntah Daerah

dengan ketentuan:

a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi
terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan
Retribusi Daerah atau dokumen lamn vyang
dipersamakan ke kas Daerah; atau
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b. melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku
pemungut.
Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan
seluruh penerimaan Retribusivang dipungut ke kas
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
un A
Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang
diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib
Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibayarkan sekaligus sebelum  pelayanan
diberikan.
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%
(satu persen) per bulan dari Retribusi terutang vang tidak
atau kurang dibayar dihitung dar tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat] bulan
dan ditagih dengan menggunakan STRD.
Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 112
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama atau
penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan
Retribusi.
Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif,
pengawasan, dan Pemeriksaan.
Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan, efisiensi, dan efektivitas pemungutan
Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke
rekening kas umum Daerah secara bruto.
Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan melalui belanja
anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
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penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak
ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Pajak dan Retribusi

Pasal 113
Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah
Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem
informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemungutan Pajak
dan Retribusi secara elekironik dalam rangka efisiensi
dan efektifitas Pemungutan Pajak dan Retribusi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan
sistern informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi
secara elektronik scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

(2

(3

(1)

Pajak dan Retribusi

Pasal 114

Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran sebapgaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau
ohjek Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembenan
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 115
Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,
Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada
pelaku usaha.
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(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau
penghapusan pokok Pajak, pokok Retnibusi, dan/atau
sanksinya.

(3] Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wal Kota

berdasarkan pertimbangan:
a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi;

b. kondisi tertentu objek Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha
mikro dan ultra mikro,

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah
dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau

e. untuk mendukung kebijjakan Pemerintah dalam
mencapai program prioritas nasional.

(4] Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada
avat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan
melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan
insentif fiskal tersebut.

(50 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat {2} diatur
dengan Peraturan Wali Kota,

Bagian Kelima
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 116
Wali Kota memberikan kemudahan perpajakan Daerah
kepada Wajib Pajak, berupa:
a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak; dan/atau
b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak
Terutang.

Pasal 117

(1] Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan
di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu
memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(2] Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] meliputi:
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bencana alam,

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan/atau

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
Perpanjﬂngan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diberikan Wali Kota atau berdasarkan permohonan Wajib
Pajak.

"o g

Pasal 118
Pemberian fasilitas angsuran atau  penundaan
Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160
huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami
kesulitan likuiditas atau kondisi lain sehingga Wajib
Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan
Pajak pada waktunya.
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak
Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib
Pajak.
Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
Prjak Terutang sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak
dalam Pembayaran Pajak selama 2 {dua) tahun terakhir.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembenan
kemudahan perpajakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Wali Kota.

Bagian Keenam
Penetapan Target Penerimaan

Pajak dan Retribusi dalam APBD

Pasal 119
Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD
mempertimbangkan paling sedikit:
a. kebijakan makrockonomi Daerah; dan
b. potensi Pajak dan Retribusi.
Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah,
proveksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan
pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian
fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan
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daya saing Daerah.

(3] Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan
makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi
yvang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja negara.

Bagian Ketujuh
Keria Sama Pemanfaatan Data Dalam pemungutan Pajak

Pasal 120

(1] Dalam wupaya mengoptimalkan penerimaan Pajak,
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama
optimalisasi pemungutan Pajak dengan:

a. Pemerintah;

h. Pemerintah Daerah lain; dan

c. pihak ketiga.

(2] Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau
informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau
informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan program/ kegiatan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang
perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang
perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan
aparatur/sumber daya manusia di bidang
perpajakan,

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak
ketiga; dan

g bentuk kegiatan lainnya vang dipandang perlu untuk
dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan.

(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf g
dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah
dan /atau Pemerintah Daerah lain.
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Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf {, dan huruf g dapat
dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.

Kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dibiayai oleh kedua pihak, tanpa
mengenakan tambahan biaya bagi Wajib Pajak.

Pasal 121

Pemerintah Daerah dapat:

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak
vang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120
ayat (1); dan

b. menerima penawaran kerja sama darn pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat

(2) dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja

SAMA.

Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2] huruf a, dokumen

perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama
mitra kerja sama.

Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud

pada avat (3] palng sedikit mengatur ketentuan

Mengenal:

subjek kerja sama;

maksud dan tujuan;

ruang lingkup;

hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;

jangka waktu perjanjian;

sumber pembiayaan;

penyelesaian perselisihan;

sanksi;

korespondensi; dan

j. perubahan.

Penyelenggaraan kerja sama optimalisasi pemungutan

Pajak antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah

dilaksanakan scsuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

MmN A0 o

Pasal 122
Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak,
Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau
informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana
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komunikasi elektronik vang digunakan untuk transaksi
perdagangan.

Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) berupa data dan/atau informasi yvang berkaitan
dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan
memiliki omzet.

Bagian Kedelapan
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 123
Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak
lain segala sesuatu vang diketahui arau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota
untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
Daerah.
Dikecualikan dari  ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2} yaitu:
a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai
saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh
Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada
Pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah
yvang berwenang melakukan pemeriksaan dalam
bidang Keuangan Daerah.
Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang
memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib
Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam
perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim
sesual dengan hukum acara pidana dan hukum acara
perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2], untuk
memberikan dan memperlihatkan bukt tertulis dan
keterangan Wajib Pajak yvang ada padanya.
Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
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harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat,
keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan
keterangan vang diminta.

Bagian Kesembilan

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 124
Perangkat Daerah vyang melaksanakan Pemungutan
Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.
Pemberian insentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui APBD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 125

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam
rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan
Retribusi.

(1)

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 126

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125

dilakukan dalam bentuk:

a. sosialisasi dan penyuluhan;

b. melakukan penyebaran informasi untuk
meningkatkan  kesadaran  masyarakat dalam
membayar Pajak dan Retribusi;

¢. peningkatan kapasitas sumber dava manusia
penyelenggara Pajak dan Retribusi;

d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak

dan Retribusi; dan fatau
e. pemberian penghargaan.
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Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

e dapat diberikan pada:

a. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yvang tertib dan taat
dalam melakukan Pembavaran Pajak dan Retribusi;

b. aparatur sipil negara dan masvarakat vang berjasa,
berkonstribusi dan  berperan  aktif dalam
meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Pajak dan
Retribusi,

c. Perangkat Daerah pemungut Pajak dan Retribusi
vang memperoleh capaian tertinggi kinerja dalam
penyelenggaraan Pajak dan Retribusi; dan/atau

d. instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan
aktilf dalam meningkatkan Pendapatan Daerah
melalui Pajak dan Retribusi.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat

diberikan dalam bentuk:

a. piagam;

b. sertifikat;

c. pemberian stiker atau pamflet, spanduk atau
pengumuman di media massa atau ditempat lainnya,
bahwa Wajib Pajak dan Wajib Retribusi telah tertib
dan taat dalam melakukan Pembavaran Pajak dan
Retribusi;

d. uang; dan/atau

e. bentuk lainnya sesuai |ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  Daerah
dibidang pendapatan bekerjasama dengan Perangkat

Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 127

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125
dilakukan dalam bentuk:

a.
b.
C.

pemantauan;
evaluasi secara berkala; dan fatau
penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 128
Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127
huruf a dilakukan untuk menjamin  sinergi,
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kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan
kebijakan dan penyelengparaan Pajak dan Retribusi.

(2] Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
mengetahui  perkembangan dan hambatan dalam
penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

(3] Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi
dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 129

(1} Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  Daerah
dibidang pendapatan bekerjasama dengan Perangkat
Daerah terkait.

(2] Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan scbagai bahan evaluasi dalam pengambilan
kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan Pajak dan
Retribusi.

Pasal 130

(1] Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127
huruf ¢ wajib ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di
bidang pendapatan.

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. pengaduan langsung, dan/atau
b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat atau

media lainnya secara elektronik.

Pasal 131
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan
Wali Kota.

BAE VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 132
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di
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bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum

Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1] yaitu

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah vang diangkat oleh Pejabat yang

berwenang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

vaitu;

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar kelerangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan
dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Pajak dan Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan
Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di
bidang Pajak dan Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atan melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang Pajak dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan Penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain vyang perlu untuk
kelancaran Penyidikan tindak pidana dibidang Pajak
dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangarn.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membentahukan dimulainya Penyidikan dan
menyampaikan hasil Penyidikannya kepada penuntut
umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

FPasal 133

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi
dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan
dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6)
sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan
pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan
benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen
surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) sehingga
merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 134
Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib
mengisi SPTPD.
Pelaporan SPTPD sebagsimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap masa Pajak.
Kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dapat dikenakan sanksi administratif
berupa denda.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam
satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada avat (4) ditetapkan sebesar Rp300.000,00
[tiga ratus ribu rupiah].
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada avat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak
mengalami keadaan kahar (force majeure|.
Kriteria keadaan kahar (force majeure] sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), meliputi:
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bencana alam;

kebakaran,

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan/ atau

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 135
Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabiia
telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:
saat Pajak Terutang;
Masa Pajak berakhir;
bagian Tahun Pajak berakhir; atau
Tahun Pajak vang bersangkutan berakhir.

ol

RO om

Pasal 136

(1) Wajib Retribusi vang tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Pasal 79
avat (2) dan Pasal 99 ayat (2) sehingga merugikan
Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai
peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan apabila sanksi administratif vang telab
dijatuhkan tidak dipenuhi.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1] yaitu
pelanggaran.

Pasal 137
Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, diancam dengan
pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pasal 136
dan Pasal 137 merupakan pendapatan Negara, dan bukan
merupakan Pendapatan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 139
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak
dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum
diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan,
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

«39-

perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang
ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Pajak vang masih terutang masih dapat ditagih selama
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutang,

b. ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BENKE,
mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;

c. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai
dengan diberlakukannya  pengaturan mengenai
penghasilan aparatur sipil negara yang telah
mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan
fungsi pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
dan

d. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang
milik Daerah wang telah dilaksanakan berdasarkan
perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa

perjanjian.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan

pelaksanaan dari:

a, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 24)
sehagaimana telah dinbah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor & Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota
Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pariaman Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2015 Nomor 178);

b. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pariaman
Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 27);

c. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
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{Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012
Nomor 28);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 29)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pariaman Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kola Pariaman Tahun 2017 Nomor
2198);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2010
tentang Retribusi [zin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 30},
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010
Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor
9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun
2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pariaman Tahun 2016 Nomor 187);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor
127);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota
Pariaman Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 121)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pariaman Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota
Pariaman Tahun 2014 Nomor 6}, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 163);
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nemor 4 Tahun 2012
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tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kota
Pariaman Tahun 2012 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 123);
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012
Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017
Nomor 199),

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan
Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun
2012 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pariaman Tahun 2012 Nomor 125);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2012
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ([Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor
126);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pariaman
Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 128),

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pariaman
Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 129);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2012
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pariaman
Tahun 2012 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 130);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pajak Reklame [Lembaran Daerah Kota Pariaman
Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 131);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2012
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota
Pariaman Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 132);
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor
6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012
tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012
Nomor 134) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor
2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kota Pariaman Nomeor 15 Tahun 2012 tentang
Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah (Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor
221);

Peraturan Dacrah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2013
tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor
144);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2013
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor
145);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013
Nomor 146]) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor
1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Eetribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga [Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor
220);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun
2013 Nomor 75), Tambahan Lembaran Daerah Kota
Panaman Tahun 2013 Nomor 148);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014
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tentang lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor
171);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2016
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016
Nomor 186); dan

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2018
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor
215},

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

.

d.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
[Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 24)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota
Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Reiribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pariaman Taehun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2015 Nomor 178);
Peraturan Daerah Kota Parfaman Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pajak Hiburan [Lembaran Daerah Kota Panaman
Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2010 Nomaor 27);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
{Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012
Nomor 28);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2010
tenitang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 29)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pariaman Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2010
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tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor
2198);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor & Tahun 2010
tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 30j;
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010
Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor
9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun
2016 MNomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pariaman Tahun 2016 Nomor 187);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor
127);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah HKota
Pariaman Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 121)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pariaman Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota
Pariaman Tahun 2014 Nomor 6], Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 163);
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kota
Pariaman Tahun 2012 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 123);
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
[Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomer 51,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012
Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012
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(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomaor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017
Nomor 199);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan
Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun
2012 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pariaman Tahun 2012 Nomor 125);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2012
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor
126);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pariaman
Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 128);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pariaman
Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 129);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2012
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pariaman
Tahun 2012 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 130);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pariaman
Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Panaman Tahun 2012 Nomor 131};

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2012
tentang Pajak Penerangan Jalan [Lembaran Daerah Kota
Pariaman Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 132);
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor
6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012
tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012
Nomor 134) sebagaimana telah diubah beberapa kali
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terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor
2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah (Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor
221}

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2013
tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor
144);

Peraturan Daerah Rola Pariaman Nomor 3 Tahun 2013
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Dsaerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor
145);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
(Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013
Nomor 146) sebagaimana telah diubah beberapa kah
terakhir dengan Peraturan Daergh Kota Pariaman Nomor
1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Panaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga [Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor |, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor
220);

Peraturan Daerah Kota Pamaman Nomor & Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun
2013 Neomor 75), Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pariaman Tahun 2013 Nomor 148);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014
tentang lzin Mendirikan Bangunan [Lembaran Daerah
Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor
171);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2016
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Parnaman Tahun 2016 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Paraman Tahun 2016
Momor 186); dan

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2018
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tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor
215),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan
paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mula
berlaku.

Pasal 144
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar sectiap orang mengetahuinya ~ memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Januari 2024

Pi. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

Diundangkan di

pada tanggal 4 Januarj 4

SEKRETARIS DAE OTA PARIAMAN,
Y

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT: (1/4,/2024).
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

uMuM

Penyelenggaraan otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Untuk mewujudkan
tujuan tersebut maka diperlukan sumber keuangan bagi Daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah. Pemberian sumber pendapatan kepada Daerah harus seimbang
dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Dacrah.
Daerah sebagai daerah otonom diharapkan mampu membiayai
penyelenggaraan wurusan pemerintahan yang diserahkan, dengan
mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara
lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi.

Berlakunva Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenlang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
terjadi beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah, yvakni dengan diamanatkannya pengaturan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dalam satu peraturan daerah. Selain itu juga
terdapatl restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber perpajakan Daerah
vang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi. Restrukturisasi Pajak
dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi
menjadi  satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini bertujuan untuk
menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak dacrah schingga
menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan
administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggm
dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan
pemungutan Pajak  terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, dan
mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,
sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi
administrasi perpajakan.

Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi Daerah yakni Opsen
Pajak atas PKB dan BBNKB yang scjatinya merupakan pengalihan dar bagi
hasil pajak provinsi. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga
mengamanatkan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui
rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga)
jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi
Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari
32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas] jenis pelayanan.
Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut
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Pemerintah Daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya
pemungutan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk
mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik
vang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah,

Lebih lanjut Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ini diharapkan berfungsi untuk meningkatkan pendapatan daerah
di satu sisi dan menjadi alat pengatur masyarakat di Daerah di sisi lainnya.
Dengan fungsi tersebut, Peraturan Daerah tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah ini diharapkan juga mampu menjamin kemudahan
berusaha dan ekosistem investasi di Daerah sehingga meningkatkan
pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang
disusun secara sistematis sebagai berikut, Pajak Daerah, Retribusi Jasa
Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Pemungutan
Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
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Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan
untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid
Transif), lintas raya terpadu (Light Rail Transi), atau
yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagm
infrastrukiur perhubungan untuk moda berbasis rel
dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti
kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum,
dan fasilitas hiburan di stasiun.

Hurufl h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Avat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “untuk perolehan hak pertama wajib
pajak” adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
yang diberikan terhadap wajib pajak untuk perolchan hak
pertama wajib pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya
BPHTB, tidak dapat digunakan untuk menghitung BPHTB
perolehan hak kedua dan seterusnya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Avat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Avat (1)
Huruf a

Contoh Penjualan danfataun penyerahan Makanan

dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman
kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain
(pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko
Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A
tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan
makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti
A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas
penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak
terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak
pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota
Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada
konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik
roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B
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untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan
pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B
menyediakan meja dan kursi kepada konsumen
untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toke
roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas
penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang
PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3.Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat
Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses
pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti
sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko
dimaksud hanya melakukan pembuatan dan
penjualan langsung kepada konsumen tanpa
menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan
di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti
dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga
atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan
tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek
pajak pertambahan  nilai. Dengan demikian,
meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang
yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan
perpajakan, bergantung pada pelayanan nil toko roti
apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan
pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas,
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas,
Hurufl d

Cukup jelas.
Huruafl e

Cukup jelas.
Huruaf
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Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi
yang difungsikan sebagai hotel® sepert
homestay.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

FPasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Hurufl
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “"permainan ketangkasan"
adalah bentuk permainan yang berada di dalam
kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut
bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di
luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola
ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan” adalah
bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti
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tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal,
lapangan tenis, kolam renang, dan scbagamnya yang
dikenakan bayaran atas penggunaannya.
Huruf j

Yang dimaksud dengan “rekreasi wahana air” adalah
tempat rekreasi yang menggunakan air sebagai media
wahana, antara lain water boom, water park, water ball,
water adventure, dan lain-lain sebagainya.

Huruf k
Cukup jelas.
Huruf 1
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh
Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan
oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan
sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib
Pajak PBJT vaitu pemilik atau pihak yang menguasai tempat
tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen
akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan
melalui platform digital.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
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Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah penggunaan Air
Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
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Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pazsal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.
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Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Avat (4)
Cukup jelas.

Avat (5)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota
dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yvang baru
merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam
Peraturan Daerah.

Contoh:
Pada tahun 2025, RSUD X pada Kota Y menyediakan
pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan
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pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan
dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berkut:
a. Perda PDRD:
1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
a) rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
b rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kota Y memiliki inovasi dan
membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi
dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dan pelayanan
konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua
pelayanan baru terasebut, Pemerintah Kota ¥
menyempurnakan  ketentuan Pemungutan yang telah
ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan
menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:
b. Peraturan Wali Kota:
1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
a) rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
b} rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
1) detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
2) detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.
Avyat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Avyat (8B)
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Culoup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.
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Pasal 75
Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah halaman bangunan atau
tanah pasir yang sudah diratakan.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal B7
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.
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Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat (1)
Aset daerah vang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah
Daerah seyogyanya digunakan sebesar-besarnya untuk
kepentingan Pemerintah Daerah. Dalam hal aset tersebut
belum dimanfaatkan secara optimal, maka dapat disewakan
kepada pihak ketiga/masyarakat. Aset daerah yang disewakan
kepada pihak ketiga/masyarakat berupa jenis aset yang
belum disediakan secara memadai oleh sektor swasta agar
tidak mengganggu daya saing usaha.
Avat (2)
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.
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Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Culup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas,

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)
Cukup jelas.

Avat (2)
Yang dimaksud dengan “Kondisi Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi” adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain yaitu lahan
pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang
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ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan
tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 115
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek Pajak”
adalah objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran,
dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena
adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib
Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk
menghindari pembayaran Pajak.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Culkup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120

Cukup jelas.



Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Culoap jelas.

Pasal 124

Cukup jelas,

Pasal 125
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Cukup jelas.

Pazal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130
Avat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huraf b

Pazsal 131

Yang dimaksud dengan “media lainnya secara
elektronik” adalah pengaduan melalui akun media sosial
atau aplikasi yang disediakan atau dikembangkan oleh
perangkat daerah yang menyelenggarakan wurusan
pemerintahan daerah dibidang pendapatan atau
aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat setelah
diteruskan ke Pemerintah Daerah.

Cukup jelas.
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Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 256
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LAMPIRAN |
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

A. RUMAH SAKIT UMUM dr.SADIKIN KOTA PARIAMAN

NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF '
TARIF RETRIBUSI RAWAT JALAN
1 | Pelayanan Poliklinik Umum / Gigi Per kunjungan Rp30.000,00
| 5 Pelavanan Poliklinik Spesialis Per kunjungan Rp50.000,00
3 | s s S aseunis | Prbwinn | RpR0000,00
| , | Konsultasi Apoteker Per kunjungan Rp10.000,00
_5 Konsultasi Gizi Per kunjungan Epm.mn,n; |
INSTALASI GAWAT DARURAT |
& Tindakan Pemeriksaan Poliklinik dan Bl
Kamar Perasat Sederhana
Ganti balut (Gass < 5 Lembar] Per tindakan Rp10.000,00
Rendam PK/Densol Per tindakan | Rp10.000,00
Spuling Lambung Per tindakan Rp15.000,00
Kontrol IUD Per tindakan Rp15.000,00 |
Spuling teﬁngﬁ Per tindakan Rp15.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
Pembersihan Mata Luar Per tindakan Rp15.000,00
Imunisasi/ Injeksi Catin Per tindakan RPEEI-.EIIII,UD
Adreanalin Test _ Per tindakan Rp10.000,00
Personal Higene Per tindakan Rp10.000,00
Exterpasi Kuku | Per tindakan Rp35.000,00 I|
Pasang Foley cateter Per tindakan Rp15.000,00 |
Jahit < 5 Per tindakan Rp20.000,00
Buka Jahit < 5 Per tindakan Rplﬂ.ﬂﬁﬂ.ﬂﬂ
Pasang infus Per tindakan Rp25.000,00
"i.i’agina. Swab Per tindakan Rplﬂ.ﬂﬂﬂ,l.';ﬂ
Inspeculo Per tindakan EpE-%.ﬂUI-L&IE-
Mantoux Test I;er tindakan Rp135.000,00
Klisma Per tindakan Rp17.000,00
Perawatan tidi prsat Per tindakan Rp15.000,00
Perawatan Payudara Per tindakan Rp15.000,00
Tindik Per tindakin Rp25.000,00
Tind Bolus Obat-Obatan Per tindakan Rp10.000,00
Tind. Pemasangan Oksigen
- Oksigen Dewasa perjam . Per jam Rp20.000,00
- Cikjaignn Anak perjam ?' Per jam Rpl15.000,00
: Tindakan pemberian ABU dan ATS Per tindakan . Rp300.000,00
Tindakan pemberian tetagam Per tindakan Rp250.000,00
7 | Tindakan Kecil
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF

T Incist Kecil (<3) Per tindakan Rp17.000,00

Explorasi | Per tfm.*!a.kan Rp30.000,00

Ganti Balut (Gass 6-10 Lembar] Per l:ir-:da]mn Rp10.000,00

Jahit 6-15 buah Per tindakan Rp30.000,00

Buka Jahit 6-15 buah Per tindakan Rp15.000,00

, Biopsi Kecil Per tindakan Rp25.000,00

FE:I:'EI_"H."«H.IHII Luka Bakar < 20% Per tindakan Ei:rﬂ?.ﬂﬂl},nﬂ

Debridemen Luka Kecil Per tindakan Rp10.000,00

Exterpasi cerumen (sedikit) Per tindakan Rpl5.000,00

Lumbal Funksi Per tindakan Rp105.000,00

i Resusitasi Ringan Per tindakan Rp30.000,00
8 | Tindakan Sedang . —

| Insisi Sedang (3-5 em) Per tindakan Rp45.000,00

Exterpasi Sedang Per tindakan Rp26.000,00

Ganti Balut Sedang (Gass > 10 Lbr) Per tindakan R.éﬂﬂ,ﬂﬂﬂ.m
Dilatasi Ureter - Per tindakan Rp52.000,00 |

Jahit 16 - 25 buah Per tindakan Rp130.000,00

P-Euka Jahit (16 - 25) N Per tindakan Rp15.000,00

il Biopsi Sedang Per tindakan Rp100.000,00

Depridemen Sedang Per tindakan Ft-p-d-ﬂ-ﬂﬂﬂ,ﬂﬂ

h Long Leg sirculer Per tindakan Rp&80.000,00

Long Leg slabs Per tindakan Rp60.000,00

Shol Gi]:l.n Per tindakan Rp50.000,00
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| | Buka Gips | Per tindakan Rp50.000,00 |
| Kir Therapi 1 Per ti}idakan Rp40.000,00 .
| -Erpus. Aleonum Per tindakan ___ﬁp#ﬂ.aﬂﬂ,ﬂi .I
| TestAlersi | Per tindakan Rp15.000,00 |
.W:na E;ksi Per tindakan Rp45.000,00
_Eil_ .T'tnclakan Besar
Insisi Besar ( 5 - 10 cm) - Per tindakan Epﬁﬂ.ﬂﬂﬂ-.ﬂ?
_|- Circumcisi oleh Dokter Umum | Per tindalw.l; N Rp?ﬁﬂ.ﬂﬂﬂ,ﬂﬂ_i
| Circumcisi oleh Dokter Spesialis Per l:lndak;;.n I Rp200.000,00 |
EKG Per tindakan B Rp50.000,00
| Pemasangan Spalak Tang'&n- Per tindakan 1 Rp28.000,00
Pemasangan Spalak Tungkai / Kaki Per tindakan _ | RpS{].ﬂE;U.UG :
| Jahit > 25 buah Per tindakan Rp150.000,00 |
| Buka Jahit > 25 buah Per tindakan Rp20.000,00
|10 | INSTALASI GAWAT DARURAT [ | D
j__E;;iri-ksaan Dokter Umum / Dokter ;I;‘::nm _— ' Rp35.000 E
Konsul Dokter Spesialis Per konsultasi Rp60.000,00 |
EKG _;ryﬂkwn RpS0.000,00
_ Dopler B | ' i?m N — _Hpiﬂ'{lﬂ,ﬂﬂ
| Pasang Monitor | ;fm_ﬁk@ﬂ | Rpl18.000,00
Pasang Defebrillator i"mmksaan | Rp150.000,00 |
Resusitasi Ringan Per tindakan Rp75.000,00
‘ | Resusitasi Sedang Per tindakan Rp125.000,00
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| NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN  TARIF
Resusitasi Berat Per tindakan Rp150.000,00
Nebulezer Per Tindakan Rp95.000,00

| |gakit1=5 Per tindakan Rp20.000,00 |
Jahit 6 - 15 Per tindakan RpSS.000,00
Jahit 16 - 25 Per tindakan Rp130.000,00
Jahit > 25 Per tindakan Rp150.000,00
Traumatik amputasi Per Tindakan Rp245.000,00

| Buka Janit 1-5 Pex EIngakan Rp10.000,00
Buka Jahit 6 - 15 Per Tindakan Rp13.000,00
Buka Jahit 16 - 25 J Per Srdakan Rp15.000,00
Buka Jahit > 25 | Per tindakan Rp20.000,00
Ganti Balut < 5 lembar Per tindakan Rp15.000,00

| Ganti Balut 6 - 10 lembar Per tindakan Rp20.000,00

Ganti Balut > 10 lembar Per tindakan Rp25.000,00
Explorasi sl ol Per tindakan Rp30.000,00

| insisi Kecil Per tindakan. Rp24.000,00

L | Insisi Sedang P tindalan Rp50.000,00
Exterpasi Kuku Per tindakan Rp35.000,00
Corpus alienum mata | Fer tindakan Rp30.00:0,00
oy Al Hidiig | Per tindakan Rp30.000,00
Corpus Alienum Telinga Per tindakan Rp30.000,00
Spoeling Mam Per tindakan Rp40.000,00
Spoeling Telinga Per tindakan Rp20.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN | SATUAN TARIF |
Spoeling lambung | Per tindakan Rp35.000,00
T Pasang Infus | Per Lindi.akan . RpES_DD_EE
| Pasangner 0 | Per tindakan Rp15.000,00
F‘E_lsa_ng kateter Per tinl:iaka-'m Rp25.000 JJ_I'J_’

- Pasang Oksigen
B Di-:s.igen Dewasa Per jam Rp20.000,00 |
! _ - Oksigen Anak - Per jam Rpl15.000,00
N Suction Per .l-:aIi RpEE.ﬂGﬂ,Uﬂ:
Personal H}'igt:-:nt-: . N Per kali éplﬁ.{]{]ﬂ.{]ﬂ I
_ Kir Therapi Per kali Ep#ﬂ.ﬁﬂﬂ.ﬂﬂ.
Drip ThcraI;i | Per kali Rp49.500,00
| Skint Test ( alerg | Per kah Rpl5.000,00
Debridemen Luka = 20% Per tindakan Rp17.000,00
|r- Debridemen Luka sedang Per tindakan - l-ipdlﬂl]{].ﬂﬂ-'
i Debridemen L.-ulua Berat Per tindakan Rp70.000,00
k Pemaa-.a.n_gan Spalak tangan Per tindakan Rp28.000,00 |
) Pemus.an-ﬁ-an E;-:;alak Kaki Per tindakan Rp30.000,00 |
.r-Simumsisi oleh Dokter Umum Per tindakan Rp200.000,00
L -Persalinan Normal ! Per tindakan Rp800.000,00
Vena Seksi Per tindakan -Rpl 00.000,00
I_Empir:ulu Per tindakan HpED.ﬂ{]G.D?
| Bolus Obat-obatan Per tindakan Rp20.000,00
" J - |Per Rp75.000,00

pemeriksaan
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
Incubator / incubator transportasi Per hari Rp45.000,00
E:m? TMJ (Tempora Mandibular Per tindakan EpﬂSﬂ.ﬂﬂD,Dﬂ_

| Intubasi Per tindakan Rp250.000,00
Cateter Umbilical Per tindakan EplED.ﬂDﬂ,ﬂU.
Intra Osseus Line Per tindakan Rp100.000,00
Sup;a Publik Punctur Per tindakan Rp100.000,00 |
Visum et repertum kecelakaan Per tindakan Rp50.000,00 .
Visum et repertum kematian ll Per tindakan Rp75.000,00
Visum Luar Per tindakan Rp420,.000,00
Visum Dalam Per tindakan Rp960.000,00
f Visum dr. Spesialis Per tindakan Rpl150.000,00
Visum Mayat Per tindakan Rp100.000,00
Tindakan Supost Per Tindakan Rp10.000,00

11 Pﬂlikl':irli]{ Mata
Rawat Luka mata/ tetes mata | Per kunjungan Rp30.000,00 i
Autorefraksi /refraksi Per kunjunga_n_ Rp136.000,00
Funduscopi Per kunjungan Rp70.000,00
Tonometry Per kunjungan |  g436.000,00
epilasi bulu mata Per kunjungan Rp70.000,00
E;;‘t::kai corpus alenum palpebra/ Per kunjungan Rp136.000,00
Incisi Calasio J Per k‘”‘i““_'?-ﬂf‘ Rp136.000,00
Anel test | Per kunjungan | goo75 000,00 |
Spuling bulu mata Per kunjungan Rp200.000,00
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| | Biometri Per kunjungan | Rp400.000,00
Heating aff cornea | skelera Per kunjungan | p,500,000,00
Slite Lamp Per kunjungan Rp15.000,00
Keratometry Per kunjungan Rp30.000,00
Streak Retinoscopi Per kunjungan Rp40.000,00
Visus + R / Kaca mata Per kunjungan Rpﬂﬂ.ﬂﬂﬂ,ﬂu.
SpullsgMata® Per kunjungan Rp30.000,00
Carpus Aleonum Mata Per kunjungan Rp20.000,00
Heating aff mata Per kunjungan Rp60.000,00 |

12 | Poliklinik Kandungan
Pasang/ buka IUD Per kunjungan | p5100.000,00
Pasang / buka Implan Per kunjungan | Rp100.000,00
KB Suntik Per kunjungan Rp25.000,00
Vagina Tause Per kunjungan Rp20.000,00
Inspeculo Per kunjungan Rp20.000,00
Eksplorasi Per kunjungan Rp30.000,00
Pasang Pisarium Per kunjungan Rp60.000,00
Buka Pisarium Per kunjungan Rp30.000,00
Reposisi uretus Per lanjungan Rp30.000,00
Spirometri Per kunjungan | po170.000,00
USG Per kunjungan Rp85.000,00
Tamponade Per kunjungan Rp21.000,00
Amnioscopy Per kinjungan Ep30.000,00 |
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Pasang kateter Per kunjungan Rp25.000,00
Iva Test ‘ Per kunjungan Rp25.000,00
Imunisasi TT | Per kunjungan Rp20.000,00
Implan i Per kunjungan | gp5100.000,00
Papsmear Per kunjungen Rp350.000,00
Biopsi | Per kunjungan Rp55.000,00
TV / Redresing post Op Per kunjungan Rp20.000,00
13 | Poliklinik THT
| irigasi hidung, telinga, tenggorokan | eF kunjungan Rp30.000,00
cerumen tenggorokan Per kunjungan Rp30.000,00
Tampon anterior Per kunjungan Rp75.000,00
Corpus Alienum | Per kunjungan Rp42.000,00
Carpus Aleonum I1 Per kunjungan Rp43.000,00
Parasentase Per kamjungan Rp62.000,00
Granulumectomy Per kunjungan Rp63.000,00
Laringoscopy | Per kunjungan Rp63.000,00
Peritonsiler | Per kunjungan Rp70.000,00
Colestiatum canal Per kunjungan Rp62.000,00
Incisi absas canal Per kunjungan Rp50.000,00
Retro auriculer abses Per kunjungan Rp70.000,00
Pre auriculer abses Per kunjungan Rp70.000,00
Belogue ;I‘ampan Per kunjungan Rp7 S,Dﬁﬂ.ﬂ;—r
[ —— telinga Per kunjungan Rp30.000,00 |
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NO RINCIAN PELAYANAN ~ SATUAN TARIF
ekstraksi benda asing (T, H, T) Per kunjungan Rp50.000,00 |
=1 Per kunjungan Rp40.000,00
Ear Toilet (1 telinga) . P SRy NnRan Rp30.000,00

14 | Poliklinik Syaraf
EEG (Elektro Encephalography) Per kunjungan | go600.000,00

| 7¢D (Trans Cranial Doopler) Per kunjungan | pre00,000,00

| | Prsctos Cogs | Per kunjungan | g5100.000,00
Fungsi Luhur test Per kunjungan | p5950.000,00
furdue Test Per kunjungan | p5150.000,00 |
Ischilhara test Per kunjungan Rp50.000,00 :.
Mini Mental Status Per kunjungan | gns0,000,00 |
EMG (Elektro Miography) Per kunjungan | ppgs50.000,00
Pemeriksaan Neuroopthamology Per kunjungan Rp150.000,00
Visual Evoc Potensial (VEP) Per kunjungan | pn450.000,00
Blink Reflek N Per kunjungan | pr650,000,00
Polisonography Per kunjungan | g.,300.000,00
Lumbal Funksi Per kunjungan | Rp600.000,00
Mylography -FE‘!' kunjungan Rp45ﬂ.!]m,nﬂl
Heurmtuln-g'}r Test Per lt;.lnjun gan Rp100.000,00
Brain Maping I Per kunjungan rﬂp-‘lﬂﬂ.ﬂﬂﬂ,m
USG Musculo Skeletal | Per kunjungan de-ﬂ[}.uﬂﬂ,t;lﬂ
Intervensi Nyeri Kecil "! Per kunjungan RE&DB.D[}D,DH
Intervensi Nyeri besar 1 Per kunjungan | Rp 1.200.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
MMSe Per kunjungan |  Rp100.000,00
Caroted Duplex Per kunjungan Rp&00.000,00
Fit & Unfit Examnination Per kunjungan RpS00.000,00

15 | Poliklinik Paru
Spirometri Per kunjungan |  Rp150.000,00
Terapi inhalasi (Nebulizer) Per kunjungan Rp70.000,00 |
Pengukuran APE/PFR Per kunjungan _ Rp40.000,00 |
Mantoux Test Per kunjungan Rp95.000,00
Uji Jalan 6 menit Per kunjungan Rpl-'ll}.ﬂ'ﬂﬂ.ﬂﬂ
Pemeriksaan arus puncak Ekspirasi Per kunjungan Rp50.000,00

16 | Poliklinik Anak _ _
Nebulezer Per kunjungan Rp95.000,00
Injeksi I.muniaaai Per kunjungan | Rp50.000,00
Mantoux Test Per kunjungan |  Rp135.000,00
Pemeriksaan Tumbuh Kembang Per kunjungan R]:E{]Uljﬂﬂﬂ
Konsultasi Menyusui . Per kunjungan Eplﬁ.[!ﬂﬂ.ll_ﬂ

17 | Poliklinik Bedah T
Injeksi Keloid _ Per kunjungan RpS50.000,00
Rawat luka kecil | Fer Sonnpanigan Rp45.000,00
Rawat luka sedang | Per kunjungan Rp60.000,00
Rawat luka besar Per kunjungan Rp90.000,00

' Rectal Toucher Per kunjungan Rp30.000,00
Eksplorasi Per kunjungan | pn200.000,00
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| | Pasang/buka kateter Per- kunynngan Rp25.000,00 |
Injeksi intra muskuler Per kunjungan Rp45.000,00 |

| | Pasang Steb Per kunjungan Rp30.000,00
Aspirasi P mangungan Rp40.000,00
Buka Gibs Per kunjungan Rp&5.000,00
Incisi Abses Kecil Per kunjungan Rp45.000,00
Incisi Abses Sedang Per kunjungan | gp60,000,00
Incisi Abses berat Per kunjungan Rp75.000,00
Exterpasi Kecil Per kunjungan Rp50.000,00

| | Exterpasi Sedang Per kunjungan Rp75.000,00

| Exterpasi Besar Per kunjungan | Rp100.000,00
Buka Jahit Per 1 Jahit Per kunjungan Rp3.000,00
Heacting Sekunder < 10 jahitan Per kunjungan Rp50.000,00
Heacting Sekunder > 10 jahitan Per kunjurigan Rp45,000,00
Pasang Sling Per kunjungan Rp15.000,00
Exterpasi Corpus Allenum Kecil Per kunjungan Rp50.000,00
ﬁ:ﬂ‘:’ s *’jﬂ""‘“ﬁ RERgRR Per kunjungan |  Rp100.000,00
Reposisi Mandibula Per kunjungan Rp70.000,00

18 | Poliklinik Orthopedi I|

Ganti balut kecil - Sedang Per kun) u-nﬁﬂil Rpl25.000,00
Ganti ba;.;t dengan nekrotomi Per kunjungan Ep250.000,00

..... Injeksi Per kunjungan Rp45.000,00
Buka Gibs dengan obat _ Per ku njun;;an Rp200.000,00 ]
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19 | Poliklinik Jiwa
Injeksi intra muskuler Per kunjungan Rp45.000,00
[ = Psikoterapy _ Per kunjungan EpEHU.{;DD*ﬂD
Tes IQ IF?:-‘:.“'E o P Rp260.000,00
Pemeriksaan Kesehatan Jiwa MMPI i’m s Rp300.000,00
il v S Kegchatan Bebas :’I;]m.kmn Rp100.000,00
20 | Poliklinik Penyakit Dalam
[_ UsG Per kunjungan Rp85.000,00
EKG Per kunjungan Rp50.000,00
Endoscopy Per kunjungan Rp350.000,00
- Anuscopy 1Per kunjungan Rp250.000,00
Injeksi Intra Articular Per kunjungan Rp100.000,00
il Injeksi Kenacort Per kunjungan Rp150.000,00
21 | Poliklinik Gigi Il
| | ORAL SURGERY
A. Ekstraksi Gigi Tanpa komplikasi
Extrasi gigi permanen Per tindakan Rp30.000,00
Extrasi gigi susu Per tindakan Rp20.000,00
Extrasi gigi dengan komplikasi Per tindakan Rp80.000,00
Pencabutan gigi yang gagal Per tindakan Rp10.000,00 |
Trepanasi Per tindakan Rp10.000,00
Grinding Per tindakan Rp25.000,00
Gigi impalsi kiaa | R | Per tindakan | g1150,000,00 |
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| Gigi impalsi Klas 11 Per tindakan Rp200.000,00
B.Tambal gigi
- ;ﬁﬁ:ﬁ:ﬂﬁ“ﬁm tanpa Per tindakan Rp30.000,00
Filling Amalgam Per tindakan Rp50.000,00
Filling PLUI - Per tindakan RpS50.000,00
Pm“ratan Svaraf / kunjungan Per tindakan R_p:es.mn-nu
Pengisian Saluran Akar Per tindakan Rp55.000,00
Tambahan sinar Lightcure Per tindakan Rp150.000,00
Tambahan Komposit resin Per undakan Rp80.000,00
Pulp Capping Per tindakan Rp12.500,00
C. Tindakan usulan konservasi gigi
perawatan sal akar/kunjungan .Fcr tindakan Rp20.000,00
Tam ba]m; sementara Per tindakan Rp40.000,00
I:f__,‘“&';g““ keoshpowitveain (oect: Per tindakan Rp70.000,00 |
Tambalan Gic / Fuji(kecil-sedang) Per tindakan Rp70.000,00
pengisian sal akar Per tindakan Rp?ﬂ.ﬂﬂﬂ.a -
[ -ﬁaa; Gic -Per tindakan Rp200.000,00
b ] Tumha.-h;n komposit resin dan besar ':-Per tindakan Rp120.000,00
Tambalan Gic/ Fuji (besar] :' Per tindakan - Rp120.000,00
Pulp Capping - Per tindakan Rpl12.500,00
D. Bedah mulut Eﬂdl;rhﬂﬂﬂ
' Insisi Abses Per tindakan Rp30.000,00
IDPET'EEIDI!TIi Per tindakan RpTS-E_lﬂﬂ,,ﬂﬂ
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-Berat

Rp8.000.000,00

NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
Alveolectomi per regio Per tindakan Rp75.000,00
Odontektomi Per tindakan Rp250.000,00 |
Fixsasi Wiring Per tindakan Rp150.000,00 |

b Exterpasi tumaor | Per tindakan Rp150.000,00

| Dry Socket Per tindaliin Rp25.000,00
Eﬂfﬂﬂ;ﬂ? L Per tindakan Rp100.000,00
ﬁh“‘afg""*hm karang gigi "j““““l /2 | per tindakan Rp50.000,00
ET:E;”;;:“‘;T;:;: fengan alat | po; tindakan Rp150.000,00
E‘S&ﬁmmﬂ gigi dengan alat | po, tindakan Rp75.000,00
Kontrol Post Operasi Per kunjungan Rp25.000,00

- Ekstraksi wiring Per tindakan Rp50.000,00
| mﬂmm TM.J (Tempora Mandibular | Per tindakan Rp80,000,00
E. Bedah Mulut sederhana di OK
Alveolektomi Per kasus - Rpl.500.000,00
Oidonstelbomi Per kasus Rp1.500.000,00
[ Fixasi rahang Perkasus Rp2.800.000,00 [
_Exterpas{ tumor Per kasus Rpl.500.000,00 l
| orTHODONTY
Cetak Model Study (RA dan RB ) Per tindakan Rp250.000,00
_ Alat Orthodonty Cekat
_Ringan Per indakan | pog 000.000,00
_Sedang Per tindakan | o7 000.000,00
Per tindakan
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Alat Orthodonty Lepasan Pertindakan | poy 500.000,00
Kontrol Alat Orthodonty Cekat Per tindakan Rp125.000,00
Kontrol Alat Orthodonty Lepasan Per tindakan Rp85.000,00
Ganti / Tambah Piranti Cekat per Gigi | P¢¥ tindakan Rp125.000,00
Pemasangan ulang bracket Per tindakan Rp&5.000,00
Pernasangan uling molar band Per tindakan Rp125.000,00
Ganti Arch Wire RA / RB Per tindakan Rp125.000,00
ma Palatal Arch / Lingual Holding | Per tindakan Rp?su.un:i;nn
Elsintic Intrmuiaiier P it Rp85.000,00
P:mmu'::;f E[n Mg&ﬂmﬂ:ﬂ , Per tindakan Rp420.000,00
Rentainer
-hawley ﬁtnhain:r Per tindakan Rp1.050.000,00
-clear rentainer Per tindakan Rpl.450.000,00

' 5o | PELAYANAN KESEHATAN = '
LABORATORIUM
Pemeriksaan Laboratorium Klinik
Paket Sederhana
DARAH

ik Complit Blood Count (CBC)
Hetnoglobih ,. ;‘;"mﬂ o Rp20.000,00
Hematokrit ;;‘rm e Rp20.000,00
Leukosit :"mkm ~ Rp20.000,00
Hitung jenis leukosit ::u e Rp20.000,00
Eritrosit ) :;ﬂﬁﬂkm Rp20.000,00 |
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Trombosit ;'rmﬁkm Rp20.000,00
MCV/MCH /MCHC ::ne et Rp45.000,00
Non Complit Blood Count (non CBC)

LED ;’:;ﬁdm Rp20.000,00
Retikulosit Ef'm — Rp20.000,00
E:mnﬁhhuitu;ﬂn (Hb, leukosit, eritrosit, ht, irmnmm RpS55.000,00
Hitung jenis {diff count) :r . Rp20.000,00
Waktu pendarahan (BT) :;eﬁkm Rp20.000,00

j | Waktu Pembekuan (cT) ;:;“ . Rp20.000,00
Rumple leede ;fme s Rp20.000,00
Analisis BMP - :l;-_q . Rp250,000,00

| Dimer :m " Rp150.000,00
Serum Iror ;‘?" — Rp100.000,00
URINE
m :.l,lﬂtinl']:imtei.n. bilirubin, reduksi, ;r RpS0.000,00
Protein urin E:n P— Rp20.000,00
Glukosa urine i Er_. i Rp20.000,00
Bilirubin vrine :" ; Rp20.000,00
Sedimen urin :’mdm Rp20.000,00
Reduksi urin I;:__rmm_km Rp20.000,00
PH urine | E:‘ E Rp20.000,00
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il Per
Eerf.:t jenis urine pemeriksaa: Rp20.000,00 _
Per
Esbach } emetik Rp20.000,00
S Per
Analisis Sperma semerik Rp100.000,00
g . : Per
Bences jones protein urine et Rp20.000,00
FESES
|I Feaes rutin :::nm Rp40.000,00
A Per
Sisa Pencernaan feses pemerik Rp40.000,00
Per
Darah Samar feses il Rp120.000,00
Pemeriksaan Laboratorium Klinik luar
Paket
KIMIA DARAH
Analisa gas darah i Rp160.000,00
: pemeriksaan =
. Per
Elektrolit i Rp90.000,00
Per
Asam urat pemerik Rp30.000,00
Per
I CK-MB B ; Rp125.000,00
Per
Golongan Darah / Rhesus pemerik Rp25.000,00
s Per
Kalium darah Denickikian Rp60.000,00
Per
Cl _Darah erik Rp60.000,00
; Per
Natrium darah | pemeril Rp60.000,00
. Per
Kalcium darah pemeriks Rp50.000,00
Malaria e Rp15.000,00
pemeriksaan =
s Per
Troponin T i1 Rp290.000,00 |
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NO RINCIAN PELAYANAN ~ SATUAN TARIF
Troponin 1 ]';::Mﬁkm Rp290.000,00
Malaria rapid ;ﬂmtﬁkm Rp130.000,00

| Mataria (RDT) :‘fm s Rp75.000,00 |
LDH Eeﬂmmkmn Rp40.000,00
DIABETES
Gula Darah puasa ;"mtﬁkmn Rp20.000,00
Gula darah 2 jam PP : ;z;mkmn Rp20.000,00
Guila darah sewsktu ‘;‘:'m ; Rp20.000,00
Glukosa toleransi test (GTT) E‘“mu‘ikmn Rp80.000,00
HbA1c ;::n ’ Rp120.000,00
FUNGSI HATI ‘
Protein Total E::ﬂg . Rp20.000,00
Albumin ;“mmkmn Rp20.000,00
Globulin S:’m i Rp20.000,00
Bilirubin Total ;‘?‘m e Rp25.000,00
Bilirubin Direct | f_j_’mﬁm Rp25.000,00
Bilirubin Indirect ;:’ — Rp25.000,00
Fosfatase Alkali :"m . Rp25.000,00
GammaGT II:::n —_— Rp50.000,00
SGOT ;;"u i Rp30.000,00
b Rp30.000,00

SGPT

pemeriksaan
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NO| RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
FUNGSI GINJAL
Ureum e, Rp30.000,00
Creatinin eril Rp30.000,00
- - Per
Creatinin klirens pemeril 1 Rp45.000,00
ANALISA LEMAK
Per
; Cholesterol Total aril Rp45.000,00
Per
Cholesterol LDL pe i Rp60.000,00
Per
Choisstero. B3 pemeriksaan Rp45.000,00
T Per
Trigliserida pemeriksaan Rp50.000,00
HEMATOLOGI
Ferritin Per Rp90.000,00
PEPET‘“P riksaan
Pewarnaan sumsum tulang . Rp60.000,00
. Per
Pewarnaan Besi/ Fe Serum i RpEE.DDLI'!,Dﬂ
. Per
Gambaran Darah .l.Epl ™ i Rpl150.000,00
. Per
TBC i Rp100.000,00
Hematologi lengkap (hb, leukosit, Per
eritrosit, ht, trombesit, hitung jenis, pemeriksaan Rp70.000,00
Mcu, Mch, Mehe, dll]
SEROLOGI DAN IMUNOLOGI
Per
Anti HBs Total pemeril n Rp110.000,00
Per
Anti Hbe i Rp175.000,00
. Per
Anti HBS (RDT) fie ik Rp200.000,00
Per
Ant HBC Ag sifiisian Rp200.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
| | Anti Toxoplasma 156 E‘t;w R Rp225.000,00
Anti Toxoplasma lgM R Rp225.000,00
ASTO ;“m i Rp55.000,00
Anti Dengue 1gG i:rme o Rp100.000,00
Anti Dengue IgM g:"ﬂm T Rp100.000,00
Rematoid Factor itmm-ikmn Rp55.000,00
| |HbAg ';;ﬁkm Rp50.000,00
Anti HAV E:;_Imkm Rp175.000,00
Anti HCV Igm ;‘?"m - Rp200.000,00
HBSAG (Elisa) E:‘"me o Rp155.000,00
HBSAG (rapid) ;:Eﬂ g Rp100.000,00
| VDRL (sypilis) Titer/TPHA l;’:"m =Y Rp62.000,00
| widal I;:TM . Rp40.000,00
Sel LE :"mmkmn Rp100.000,00
Test Kehamilan x:ﬂ B Rp30.000,00
HBs Ag E’n i Rp50.000,00
Anti HEs Ag ::;1 o Rp60.000,00
;_ Anti HIV ELISA i:’mn‘km Rp160.000,00
Anti HIV Rapid Malaria Ag E:’meﬁkm Rp70.000,00
Anti Hbe (elisa) Et“mﬁkm Rp200.000,00 |
Anti Hev (rdt) Pt Rp50.000,00

pemeriksaan
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NO RINCIAN PELAYANAN  SATUAN TARIF
Anti Hev (elisa) I;:Tme —_— Rp200.000,00
RF Kualitatif I'::r i Rp55.000,00
CRP Kualitatif Sfmc ke RpS50.000,00
CRP Semi Kualitatif E:’m " Rp75.000,00
CRP Kuantitatif 21’]“ o Rp110.000,00
TPHA Kualitatif i‘:’m — Rp36.000,00
TPHA Kuantitatif i;eﬁkm Rp110.000,00
VDRL Kualitatif xr " Rp36.000,00

| VDRL Semi Kuantitatif E{ncﬁkm Rp110.000,00

Sifilis RPR | ol Rp50.000,00
Anti HIV E‘:ﬂe - Rp150.000,00
T3 ;“m: - Rp150.000,00

| | ::n " Rp150.000,00
TSH :f ; Rp150.000,00
FT3 i Rp175.000,00 |
FT4 grmmk@n Epi?ﬁ.ﬂm-}.m .]
Anti Rubbella IgG z:rm e Rp180.000,00
Anti Rubbella IgM i A Rp250.000,00
Anti CMV [gG | i:"me nkmn Rp210.000,00
Anti CMV IgM ;‘Lmhm Rp325.000,00
Anti HSV 1 gG ﬁrmmkm Rp175.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
: ' Per
Anti HSV 1 IgM pemerik Rp175.000,00
. Per
Anti HSV 1l 1gG e Rp175.000,00
. Per
Anti HSV Il IgM  pe i Rp175.000,00
Per
CA 125 ik Rp235.000,00
Per
CA15-3 o Rp275.000,00
Per
CAl19-9 pe n Rp275.000,00
Per
CEA i Rp235.000,00
Per
AFP Pl Rp235.000,00
Per
PSA kse Rp235.000,00
Per
| DsDNA ’ Rp300.000,00
ANA test e ? Rp260.000,00
Tubex il Rp230.000,00
= meriksaan - .
. . Per
Nsi Antigen hemedl Rp260.000,00
BAKTERIOLOGI
. Per
Pemeriksaan BTA Sputum el Rp15.000,00 |
PARASITOLOG]
Plasmodium count Per | Rp40.000,00
cou | e p40.000,
- Per
telur cacing o Rp20.000,00
Per
Amoba i Rp20.000,00
; ooy Per
L Microscopis jamur e i Rp20.000,00
" Per
Filaria g Rp20.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
Swab Vagina
-Trichomonas Fer Rp30.000,00
! | pemeriksaan : s
. Per
- Candida : desman Rp30.000,00
Per
- Gonore i il Rp30.000,00
Per
|| Anti Sars Cov 2 (RDT) il Rp100.000,00
URINE KHUSUS
Per =
Darah Samar Urine 1 Rp45.000,00
Per
Titer HCG o o Rp35.000,00
| Per
NAPZA 2 Parameter pemeriksaan RpB5.000,00
NAPZA 3 Parameter The 5 Rp110.000,00
Per
NAPZA 5 Parameter pemeril REp145.200,00
Per
NAFZA 6 Parameter peeeril RplTE-.ﬂEIU.m.
| BAHAN ADIPTIF NAPZA
Gol Canabmm_dcs » Rp40.000,00
. Per
Gol Opiat e Rp40.000,00
Per
Gol Amfetamin cemerikeaan Rp40.000,00
: Per
| Metamfetam : R .000,00
= - Gio - pemeriksaan p40
. : Per
- Gol _Benzudmmpm  p - Rp‘i{]._ﬂ[}ﬂ.ﬂﬂ
Per
Alkohol darah erik Rp40.000,00
HORMON
FREE T4 i) Rp100.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF

FREE T3 | _;rme —— Rp100.000,00
T3 ;F’mmkm&n Rp105.000,00

| L;’m — Rp105.000,00
Tiroid Stimulating Hormon (TSH] g;ﬂnm Rp100.000,00
ANALISA CAIRAN TUBUH
Cairan tubuh (Pleura, Asites,Otak) ;‘?‘;ﬂ s Rp135.000,00
Pengantar spesimen rujukan ;zrm R B Rpl Hﬂ.ﬂuﬂ.ﬂi
HEMOSTASIS
APTT _ ;‘"mﬁkm Rp90.000,00
PT ’ :n e Rp90.000,00
INR ;mkm Rp90.000,00
MIKROBIOLOGI | L
Pewarna BTA/Kusta ;:Mﬁkmn Rp20.000,00
.H'.ultur {umum] Eme e Rp50.000,00
Kultur & sensitivity test (dilusi) ] ilrn:dkamg Rpi?ﬂ.ﬂﬂﬂ.nﬂ_

[~ le_.'ama gram ;;]E]'.Ik — Rp20.000,00
Kultur BTA E:ﬂmkw Rp60.000,00
PCR i Rp1.600.000,00
RAPID ANTIGEN : Rpd5.000,00
UTDRS

| | Darah Tranfusi E“mm s Rp380.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
Croombe teat Eﬂr — Rp100.000,00
Cross match E:fmﬁkmn Rp100.000,00
Whool Blood (WB) :mmm Rp380.000,00 |
Trombosit cell (TC) f:l;m — Rp380.000,00
Fresh Frozen Plasma ;;;mnkmm Rp3B0.000,00

| Anti Hemofilia faktor (AHF) {:r | Rp380.000,00
Wash Eritrosit ;ﬁmﬁm Rp380.000,00
PATOLOGI ANATOMI
HISTOPATOLOGI
PA Potong Beku (VC) Besar ;r i Rp655.000,00
PA Potong Beku (VC) Kecil L, Rp332.500,00
Patologi anatomi jaringan besar ;“m I Rp617.500,00

N Latihan gerak sendi Per kunjungan Rp45.000,00
latihan gerak pasien stroke Per kunjungan | Rp350.000,00
Microwave Diathermy Per kunjungan Rp40.000,00
Muscle Strengthening Per kunjungan Rp50.000,00
Nebulizer Per tindakan Rp70.000,00
Parafin Bath | Per tindakan Rp50.000,00
Spirometer Per Tindakan Rp50.000,00
Short Wave Diathermy Per terapi Rp40.000,00
Ter;pi dengan alat latihan Per terapi Rp40.000,00

"T‘i]ting table ;EI' terapi RpS50.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
= traksi Cervical Per terapi Rp90.000,00
traksi lumbal Per terapi Rp90.000,00 |
Ultrasound terapt I;er terapi Rp40.000,00
Vacum compresor Per tlﬂ‘ﬁ-].;li Rp40.000,00
Infra Merah | Per terapi
Khusus I
Deteksi dini balita | Per terapi Rp30.000,00
Latihan CP (Cerebral Faisy) l;cr terapi Rp50.000,00
[ R R Per terapi Rp75.000,00
Manual Manipulation Per terapi Rp75.000,00
Manual terapi Per terapi Rp75.000,00
Manual Lymphatic Drainage Vodder Per terapi Rp100.000,00 |
Hydroterapi . | Per terapi Rp’.’E.ﬂﬂl},Uﬂq
Okupulasi terapi - | _.
Sederhana
Senau-ry Retraining Per terapi Rp20.000,00
Relaksasi Per terapi Rp20.000,00
Sedang _
ADL 'rmjmn;; | Per terapi Rp40.000,00 |
Cognitive Retraining Per terapi Rp40.000,00
Aexercise (Enable & Adjuntive) Per terapi Rpﬁﬂ.ﬂﬂﬂ,{]l:l!"
Table Top Per terapi Rp50.000,00
Khusus __I
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF

Sensori Integrasi Per terapi Rp60.000,00

. Speach Therapi / Terapi Wicara
Sederhana

| | Oral Massage Per terapi Rp20.000,00
Sedang
Exercise Komunikasi Verbal Per terapi Rp40.000,00
Exercise Pemahaman Per terapi Rp40.000,00
ﬂlr_l,:npuntur
Pemeriksaan Daignostic Per terapi Rp15.000,00
Akupuntur Medik (needle/moxsa) Per terapi Rp75.000,00
Akupuntur Asetetik Per terapi Rp75.000,00
Elektro Akupuntur Per terapi Rp75.000,00
Aquapuncture Per terapi Rp75.000,00

23 | FISIOTHERAPY

A.FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG
[
Shot Wave Diatermi (SWD) Per terapi Rp145.000,00
Micro Wave Diatermi (MWD Per terapi Rp85.000,00
Tens Stimulation | Per terapi Rpl 35'{]@_‘_'}&_
Manual Terapi Per terapi Rp45.000,00 |
B.FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG |
1
Ultra Sound Therapy ‘ Per terapi Epﬁ[}.ﬂﬂﬂ._ﬂﬂ
Exercise therapy | Per terapi Rp35.000,00
Parafin Bath Per terapi Rp45.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
Traksi Electrical Per terapi Rp68.000,00
C.FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG
SEDERHANA
Infra red (IR) Per terapi Rp100.000,00
Ultra violet {UV) Per terapi Rp95.000,00
Exercise therapy aktif Per terapi Rp50.000,00
D.FISIOTHERAPY TINDAKAN KHUSUS
Statik E:;'::i;:lc Per terapi Rp30.000,00
Treadmild Per terapi Rp30.000,00
Wholl Bar Per lerapi Rp30.000,00
Massage - Per terapi Rp45.000,00
Exercise theraphy Per terapi Rp:!ﬂ.ﬂﬂﬂ,ﬂﬂ.

| Isoforce Per terapi Rp30.000,00

24 | INSTALANSI RAWAT [INAP
Akomodasi Umum
VIP | Per hari Rp400.000,00
Klas | Per hari Rp200.000,00
Klas Il Per hari Rp150.000,00
Klas 11l (Bangsal) Per hari Rp70.000,00
Akomodasi Khusus
Ruang luka balkar Per hari Rp150.000,00
Ruang Pulih | Per hari Rp150.000,00
Ruang intensif ) | Per hari Rﬁlﬂn.uﬂﬂ,ﬂn
Isolasi Rp60.000,00

Per hari
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
Covis pemanasan Per hari Rp60.000,00
Incubator - Per han Rp60.000,00
E'lue_E:ight terapi | Per hari Rpﬁﬂ-m&ﬂﬂ.
| RR {Recovery Room) * Per hari Rp100.000,00
Perinatologi Per han Eplﬂﬂ._ﬂﬂﬂ.ﬂﬂ
HCU (High Care Unit) T Per hari Rp150.000,00
ICU (Intensive Care Unit) _ Per hari Rp250.000,00
Pemakaian ‘.Fenl:ﬂatnr / Hari Per han Rp200.000,00 I
Visgite - : |
Visite Dokter Umum | Per hari Rp25.000,00
_||?iaitc Dokter Spesialis Per hari Rp45.000,00
Vigite dr spesialis Usulan Poli Interne | Per hari Rp45.000,00
Visite dr spsialis Usulan Poli saraf | Per hari Rp45.000,00 |
Konsul antar UPF | |i Per han Rp45.000,00
Konsul antar UPF usulan poh saraf | Per hari Rp&0.000,00
25 | Persalinan |
Persalinan Normal ditolong bidan Per tindakan Rp850.000,00 |
F'Iersa]mﬂn normal dengah penyulit | Per tindakan Hpg‘}[}-ﬂﬂﬂ,ﬂﬂ.
i
iﬁ?’im’;“”m‘ﬂ dengan peniyulit | g yindakan | Rp1.265.000,00
Curetage Ringan Per tindakan Rpl.365.000,00 |
Curetage Berat Per tindakan Rp1.500.000,00
_ Sectio Caesaria f Per tindakan Rp3.380.000,00
26 | Tindakan Plural Tab | Pertindakan | Rp1.000.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN | SATUAN | TARIF
27 | Tindakan Torak Cup Per tindakan Rp450.000,00
28 | Tindakan Pltumd_ﬂuia Per tindakan Rp1.500.000,00
29 | Tindakan Tapping Plaura -P&-:r tindakan Rp1.000.000,00
_31:] 'I‘mdaka.n Spirometri Per tindakan Rp150.000,00
31 | Insisi Emfisema Subkutis Per tindakan EpEﬂﬂ.UﬂU.ﬂﬂ-
| 32 | Tindakan Lumbal fungsi Per tindakan Rp700.000,00
| 33 Tinda_ka:m Tap Abdominal Per tindakan Rp350.000,00
34 | Tindakan A.:mn_inacnp:.r Per tindakan Rp150.000,00
35 | Tindakan Vena Seksi Per tindakan Rp lﬂﬂ.ﬂm;,ﬂﬂ
36 | Pemasangan WSD Sederhana Per tindakan Rp450.000,00
37 | Pemasangan WSD Kontiniu Per tindakan | Rpl.100.000,00
38 | Resusitasi Per tindakan Rpl180.000,00
_39 Kemoterapi Per tindakan Rp250.000,00
40 | Bone Marraw Punction (BMP) Per tindakan Rp100.000,00
_.41 Trombolitik Per tindakan Rp250.000,00
42 mﬁz‘f“d‘ den injelcal intre Per tindakan Rp100.000,00
43 m‘&; ﬂliﬁ Tm‘“m Per tindakan Rp250.000,00
a4 EHD&HAH PELAYANAN MATA KELAS
i Tindakan kecil bagian mata
Propingductus nasolagrmmalis | Per tindakan Rp&00.000,00
| Biopsi Adneksa Per tindakan Rp&00.000,00
Cantrhophi tarsoraphi Tarsotomi Per tindakan Rp600.000,00
K “Naaws_ - Per tlm:la.kan—_ Rp600.000,00
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.t NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
E Kista tumor kecil jinak Per tindakan Rp600.000,00
Tatoace Comea Per tindakan Rp&00.000,00
Descicio Cattaracta Scundair Per tindakan Rp600.000,00
| Paracentese Per tindakan Rp600.000,00
Flap Conyungtiun Per tindakan Rp600.000,00
Ptyregium Exterpasi Per tindakan Rpﬁﬂﬂ.ﬂﬂﬁ,ﬂ[}
Ruptur Kormea Per tindakun- Rp600.000,00
Tindakan Mdang bagian mata
Aplikasi Cryo Per tindakan Rpl.750.000,00 |
Cyelo Diatermi Per tindakan R;:-I,TSD.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂ |
Evisceratio Per tindakan Rpl.750.000,00 |
Rekanalisasi ruptura transcanal Per tindakan Rp1.750.000,00
iredecttomi basal perifel sektoral Per tindakan Rp1.750.000,00
Ekst catarac decision lentis Per tindakan | Rpl.750.000,00
ekstracsi corpus aleonum Per tindakan Rpl.750.000,00 |
intra occuler slerotomi Per tindakan Rp1.750.000,00
Cyclialase Per tindakan Rp1.750.000,00 |
Posterior scelerotomi Per tindakan Rpl1.750.000,00
Cyclialase Per tindakan Rp1.750.000,00
Posterior scelerotomi dll Per tindakan Rpl.750.000,00
Dakriostomi Per tindakan Rp‘.l J750.000,00
Eksisi Tumor palpebra Per tindakan | Rpl.750.000,00
Per tindakan | Rpl.750.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
Pengangkatan Nevus M_argu Palpebra | Per tindakan Rpl.750.000,00
Eksisi Granuloma Per tindakan Rp1.750.000,00
Hecting palpebra Per tindakan | Rp1.750.000,00
Eksisi xantalesma Per tindakan Rp1.750.000,00 .
Tindakan besar bagian mata T B
Ablatio retina (skleral implant) Per tindakan Rp2.500.000,00

» Shalismus repear Per tindakan Rp2.500.000,00

?_Emﬁkﬁ'k Plosiy plastik Per tindakan | Rp2.500.000,00

] Reposisi [OL Per tindakan Rp2.500.000,00
Trabekulektomi Per tindakan Rp2.500.000,00
Paracentese Per tindakan Rp2.500.000,00
Reposisi Iris Per tindakan Rp2.500.000,00
Tindakan khusus bagian mata
Acce -l- lol Per tindakan Rp3.500.000,00
Repair Ruptur Kormeosklera Per tindakan Rp3.500.000,00
Trabekulektomi + Phaco + lol Per tindakan Rp3.500.000,00 |
Phaco + lol Per tindakan Rp3.500.000,00 Iu
Piksasi Sklera Per tindakan Rp3.500.000,00
Eviscerasi/enucleasi Per tindakan Rp3.500.000,00
Injeksi Intravitreal Per tindakan | Rp3.500.000,00

45 | TINDAKAN PELAYANAN THT KELAS III

| Tindakan keeil b&m';n_THT

Biopsi dengan anestesi Lokal Per tindakan

Rp600.000,00 |

A S
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NO RINCIAN PELAYANAN T SATUAN TARIF
Fungsi sinus 1:|'J:a:xilcrin Per Tindakan Rp600.000,00
Proetz displastment therapy Per tindakan Rp&00.000,00
M}Tmmntnrm / Parasetesis Per tindakan Epﬁﬁﬂl}ﬂﬂm
Bellog Tampan Per tindakan RpﬁﬂD.U-DD.U{]_
Spoeling Telinga Per tindakan Rp600.000,00
Aspirasi Per tindakan Rpﬁﬂﬂ.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂ-
Tindakan sedang bagian THT

| Eksplorasi Nashoparing Per tindakan Rpl.750.000,00
Anstrotomi Sinus Max Per tindakan Rpl.750.000,00
Trakeostomi Per tindakan Rpl -?sn-&nm
Polipektomi Per tindakan Rpl.750.000,00
Edmoidektomi ' Per tindakan | Rpl.750.000,00 |
Eushopagoscopi Per tindakan Rp1.750.000,00
Penutupan fistal oro antral l;er tindakan Rp1.750.000,00
Pemasangan entilasi tube Per tindakan Rpl.750.000,00
Laringoscopy langsung Per tindakan Rpl.750.000,00
Fungsi Irigasi sinus maxilaris | Per tindakan Rp1.750.000,00 |

] Nashoparinggoscopy ' Per tindakan Rpl.750.000,00 |

"Eil'lllﬂ-[.‘ﬂp}f Per tindakan Eﬁ] .750.000,00
i Eksplorasi & Biopsi Nasoparing .FEr tindakan Rpl.750.000,00
Tonsil Adenoktpmy / T-crna.inlentnmy Per tindakan Epl.750.000,00
Tindakan besar bagian THT |
Septum reseksi / Septum Plastik Per tindakan Epﬂ,;ﬂﬂ,ﬂmhﬂﬂ
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NO B RINCIAN PELA"I’A.HA.H SATUAN TARIF
Mikrolaringoscopi Per tindakan Rp2.500.000,00
Ekstraksi corpus alenum bronchus Per tindakan Rp2.500.000,00
Ekstraksi corpus alenum osophagus “l;ar tindakan Rp2.500.000,00
Ekstraksi corpus alenum laring Per tindakan Hpﬂ.ﬁﬂﬂ.ﬂﬂﬂlﬂg
Fronto Edmoidektomi Per tindakan Rp2.500.000,00

B Mastoidektomi Per tindakan Rpﬂ.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬂ_.ﬂ'ﬂ
Operasi C.L  Per tindakan Rp2.500.000,00 l
Plath:r Plastik Per tindakan Rpﬂ-ﬁm.ﬂﬂt;,ﬂa
Paratidectomi Per tindakan Rp2.500.000,00
Rinoplasti Per tindakan | Rp2.500.000,00
Rekontruksi hidung Per tindakan Rp2.500.000,00

46 | INSTALASI KﬂM;l-R OPERAS] BEDAH |
Tindakan Operasi Kecil
Elektif dengan anastesi Per tindakan Rp2.000.000,00 |

| Blektif tanpa anastesi ' Per tindakan Rp900,000,00
Emergenci dengan anastesi Per tindakan Rpa:ﬁﬂﬂ-ﬂﬂﬂ.ﬂﬂ
Emergenci tanpa anastesi Per tindakan Rp1.350.000,00
Tindakan Operasi Sedang
Elektif dmgﬁn anastesi Per tindakan Rp3.000.000,00
Elektif tanpa anastesi Per tindakan R;;-l .800.000,00
Emergenci dengan anastesi Per tindakan Rp4.500.000,00
Emergenci tanpa anastesi Per tindakan Rp2.700.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
Elektif dengan anastesi | Per tindakan REp7,.500.000,00
Emergenci dengan anastesi  Per tindakan Rp11.250.000,00

|

47 | Apendctomy dengan Laparascopy ' Per tindakan Rp8.500.000,00

48 | PEMULASARAN JENAZAH
Pelayanan memandikan jenazah
-Dewasa Per pelayanan Rp200.000,00
-Anak Per pelayanan Rp150.000,00 |
Pembungkusan Jenazah I

Dewasa Per pelayanan Rp200.000,00 |
-Anak Per pelayanan Rp150.000,00
Perawatan jenaZah Per pelayanan Rp480.000,00

| Perawatan jenazah non infeksius Per pelayanan Rp110.000,00
Perawatan jenazah infeksius Per pelayanan Rpl180.000,00
Rekontruksi jenazah ringan Per pelayanan Rp90.000,00
Rekontruksi jenazah sedang Per pelayanan Rpl150.000,00
Rekontruksi jenazah berat Per pelayanan Rp200.000,00
FElnyanan pengawc'tan jenazah
dengan § tin Per pelayanan Rp500.000,00
Pelayanan Konservasi jenazah kondisi 000.00
khusus/rusak - Per pelavanan | Rp2.100.000,
Pelayanan konservasi jenazah khusus
(AIDS, Flu burung, dan penyakit Per pelayanan | Rp3.000.000,00
menular berbahaya lainnya - '

49 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK
RADIOLOGI TANPA ZAT KONTRAS =
Kepala

Per

Crranium AP

pemeriksaan

Rp120.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
Crranium AP-Lateral [ Rp180.000,00
;:;J é;;;;]uurz;{fidihulanmnit} Open | :rEE s Rp180.000,00
| Mandibula AP | E;_lmkm Rp120.000,00
Mandibula Eishler kiri dan kanan x;:ﬁkaﬂn Rp180.000,00
| Maxila AP dan Lateral :’m - Rp180.000,00

' -M&amid (Schuller] Apdan lateral ::-,r 1 Rp180.000,00 |
E;;:j Pranasal 2 posisi waters dan Iz:rmeﬁkm Rp180.000,00
sella tursica -E‘:’*ﬂ e Rplﬂﬂ.ﬂﬂﬂ.ﬂi _
Os Petrosum o N Rp120.000,00
Os Zygomaticum I;::mﬁkmn Rp120.000,00
Rontgen Gigi Periapical gfm - Rp135.000,00

| 50 Radiologi Thorax dan Abdomen

F Thorax AP/PA E:rmenksaﬂn Rp150.000,00
Thorax PA/Lateral ;’m _— Rp235.000,00
Top Lordatic E:n P— Rp150.000,00
Abdomen AP ;;mkm“ Rp145.000,00

" | BNO Persiapan rmﬁkm Rp145.000,00
Abdomen 2 Posisi Et“mmkm Rp225.000,00
Abdomen 3 Posisi i:‘m . Rp300.000,00

51 | Vertebrae dan Pelvis
|| Thoracal AP Lateral __x;wﬁkmﬂn Rp180.000,00 |
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NO| RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
m;ﬂ AP/ Lateral Oblique kiri dan x:“ =—— Rp300.000,00
Thoraco Lumbal AP/ Lateral ::n T Rp250.000,00
Kanan ::nﬂnkm Rp450.000,00 |
Lumbosacral AP/ Lateral xineﬁk . EPEE'IJ.I]UG.DDI
ﬁﬂwi AP/ Lateral Oblique kiri | Per . Rp450.000,00
Sacral/Coccygues gf_:m S Rp150.000,00
Pelvis AP E;;EHM Rp150.000,00
Cervical AP/ Lateral a ;’:fnmkmn Rp150.000,00

52 | Ekstermitas dan Persendian
Clavicula :’ . Rp120.000,00
ClaviculaBilateral x;m — Rp180.000,00
| Scapula L""m e Rp120.000,00
| Scaputa sl i:mmm Rp180.000,00
Shoulder ::“ — Rp120.000,00
Shoulder ::rm e Rp180.000 I]i
Humerus AP Lateral :rmﬂnkmm leﬂﬂ.ﬂﬂl}.ﬂi
Humerus Bilateral z" 2 Rp180.000,00
Elbow Joint : S Rp120.000,00
Elbow Joint Bilateral x;ﬂikm Rp180.000,00
Antebrachi AP Lateral ﬂ;r“ " Rp120.000,00
Antebrachi AP bilateral | 2 Rp180.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
Wrist Joint Eﬂﬂ_ikm Rp120.000,00
Wrist Joint Bilateral | :;'nﬂ S Rp180.000,00
Manus AP Lateral g;mkm Rp120.000,00
Manus AP Lateral Bilateral ;:m P Rp180.000,00
Hip Joint ::r“ " Rp145.000,00
femur Ap Lateral | i;nmm Rp160.000,00
Femur Ap lateral bilateral ;Lmnm Rp225.000,00
Genu :;m —— Rp120.000,00
Cruris Ap Lateral ::umm Rp225.000,00
Anlde Joint ]F:"me _— Rp120.000,00
Metatarsal pﬁ;rn - Rp120.000,00
Pedis AP Lateral f:"meﬁm Rp120.000,00
53 | Pemeriksaan USG Tanpa Zat Kontras
USG Biasa ':;1 _— Rp150.000,00
USG 4 Dimensi l;ﬂ:’m - Rp300.000,00
<4 | PEMERIKSAAN KHUSUS DENGAN
KONTRAS : ]
USQC Biasa ;;ﬁim Rp150.000,00
USG 4 Dimensi i;ﬁkm  Rp350.000,00
5 IVP bt p— Rp384.000,00
Appendikogram S:’mﬁkm Rp350.000,00 |
| Fex Rp450.000,00
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NO|  RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
== Per
Barium Meal / OMD pe il Rp450.000,00
Fer
Barium Enema —— Rp450.000,00
3 Per
COR Analisa | pemerik Rp350.000,00
' Per ,
Fl.ﬂtlﬂﬂm'ﬂ-ﬁ pﬂ'ﬂ‘lﬂl‘ik!ﬂﬂﬂ Rpgm‘uuurm I
Per |
Esofagografi pemeril Rp350.000,00 |
; ' Per
Sialografi Cemiiiin Rp350.000,00
Per
Cystografi ! e — Rp350.000,00
Per
Uretrografi pemeriksaan Rp350.000,00
Per
Bone survey pemeriksaan Rp350.000,00
y Per
Bone survey Canggih pemerikeasn Rp&ﬁﬂ-ﬂﬂmﬂﬂl
Cephalometri g‘:;mﬁmﬂn Rp150.000,00
Phanoramic z:mdmﬂ Rp150.000,00
Pembacaan Rontgen g;mkm Rp25.000,00
Tt Per
Poli gigi pemeriksaan
55 | Pemeriksaan Kesehatan
(berbadan sehat) _ ﬂﬂnkﬂﬂﬂn
Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah RpS50.000,00
Haji pemeriksaan P
Pemeriksaan Kesehatan bayi baru Per Rp20.000,00
lahir pemeriksaan
Pemeriksaan Kesehatan Buta Warna E:Mﬁkm Rp20.000,00
Keterangan Visum
Visum Umum Pex Rp20.000,00




WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-136-
NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
: Per
Visu m_li_huaij_ﬁ_: 3 i eril Rp40.000,00
Pelavanan untuk pengurusan
Yoo Per Orang - EplE-D.ﬂDLDE_
56 | MEDICAL CHECK UP
Medical check up PNS/CPNS Per Orang Rp581.000,00
Medical check up I Per Orang Rp806.000,00
Medical check up Il Per Orang Rp920.000,00
General Medical check up executive Per Orang Rpl.140.000,00

7. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PARIAMAN

. TARIF PELAYANAN KESEHATAN (KEUR KESEHATAN)

NO | RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
.T. Pelayanan Pasien ?_awat darurat Eirm“ngan Jorg Rp 30.000,00 !
'I 2 Pne:grl:arﬁtan Kontrol Pasien fiﬂwat E‘:lrnjun@nﬂ_*m__ Rp20.000,00 |
P — E’njunﬂﬂn forg | RP30.000,00

ey e o | o onganjeg || RPI000900
5 | Home Care Per Kunjungan Rp75.000,00
_; E‘; IE::T-:ITHM Pemeriksaan n-le-h Eﬂjunm!um RPTD-{]{]'HJE
L _Eﬂ;ﬁhﬁ?ham jasmani | i.Per nr_ang Rp20.000,00 ’,
8 | Pemeriksaan kesehatan ibu Hamil E‘"njungm Jorg | RP20.000,00 f
9 | Pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir | Per kunjungan Rp20.000,00
:l 10 | Pemeriksaan ldentifikasi l:l..e'mal.ian Per kasus Rp20.000,00
$ 11 Fﬂmﬂﬁkﬂﬂ_ﬁn kesehatan Jiwa Per I;I‘ELHE Rp20.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN _TﬁRIF
12 E;cﬁkiahﬁ kesehatan Calon Jemash | o m_g R;E-DEG,&D
13 | Visum luar hidup Per orang Rp200.000,00
14 | Visum korban kekerasan seksual Per orang Rp50.000,00
15 | Visum jenazah Per orang Rp100.000,00
II. TARIF TINDAKAN MEDIS (OPERATIF KECIL)
NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
‘ 1 | Redresing/Debridement Luka Per kasus Rp10.000,00
‘ 2 | Redresing menggunakan Dermatif | Per kasus Rp40.000,00 Ii
3 | Eksisi/Insisi Kecil Per kasus Rp20.000,00
4 | Tindik Daun Telinga Per orang Ep‘.?n.l'ﬂ'lﬂ,{]{!.
5 J Cabut Kuku Per spesimen EpSiﬂﬂﬂ.,ﬂﬁ:
6 |"-.hall‘lit:lilrl luka kecil < 5 jahitan - Per tindakan Rp20.000,00
7 | Per jahitan selanjutnya Per jahitan | Rp5.000,00,00 !_
(OPERATIF SEDANG) -
NO RINCIAN PELAYANAN l SATUAN TARIF
1 | Perawatan luka bakar ringan Per tindakan | Rp30.000,00
2 | Eksisi/Insisi Sedang (3-5 cm| Per tindakan | Rp40.000,00
3 | Eksisi/Insisi Besar (=5 cm) Per tindakan | RpS50.000,00
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ll. TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT
NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
1 | Sirkumsisi/Khitan Per tindakan Rp200.000,00
2 E"._i:'|4u;11'.c~.tai:ai,.lr Khitan dengan penyulit Per tindakan Rp300.000,00
3 | Pemasangan Infus Per tindakan Rp40.000,00
4 Femhuh;an Infus Per tindakan Rp10.000,00
.. 5 | Pemasangan Cateter Per tindakan Rp40.000,00
6 | Pembukaan Cateter Per tindakan Rp20.000,00
7 LS‘uﬂiﬂn jalan nafas Per tindakan Rp30.000,00
_E Pemasangan Spalak Per tindakan Rp25.000,00
_E! | Observasi Kecelakaan Per Jam Rpl10.000,00
10 | Pemasangan Mebulizer Per tindakan | Rp100.000,00
11 | Tindakan pemberian ATS FE;‘ tindakan Rp250.000,00
12 | Tindakan pemberian ABU Per tindakan Epzuu_ﬂi:m,—ﬂﬂ
13 | Tindakan pemh:rmn Tetagam _Per tindakan Rp250.000,00
14 E‘ﬂ;ﬂﬁgﬂﬂﬁ;ﬂ“ di Per tindakan Rp30.000,00 |
15 | Mimisan (pemasangan tampon) ' Per tindakan Rp20.000,00
16 | Pemasangan Dksi;m Per Jam Rpl10.000,00
IV. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK
NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF |
1 | Pemeriksaan EKG s P  Rp50.000,00 |[
2 | Pemeriksaan ANC dan USG s Rp140.000,00 |
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF

. . £ oo )

3 | Pemeriksaan Fetal Dopler (ANC) P 0 Rp80.000,00

V. TARIF TINDAKAN POLI KIA-KB DAN PERSALINAN
NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF

1 | Persalinan normal Per tindakan | Rpl.000.000,00

2 | Persalinan dengan penvulit Per tindakan | Rpl.500.000,00

3 | Pra rujukan Persalinan Per Rujukan Rp180.000,00

4 | Rawat Bayi baru lahir normal Per Hari Rp30.000,00

5 | Rawat Bayi baru lahir dengan inkubator | Per Hari Rp45.000,00

6 | Penanganan Asfiksia Per tindakan Rp300.000,00

7 | Pijat Bayi Per tindakan Rp50.000,00

8 | Pijat Laktasi Per tindakan Rp60.000,00

9 | SPA Bayi Per orang Rp100.000,00
10 | Kontrol IUD Per tindakan Rp80.000,00 Il
kB |

- Vasektomi Rp370.000,00

- Suntik Rp20.000,00

11 | - Pil, Kondom Per tindakan Rp10.000,00

I - Implant (pemasangan / pencabutan) Rp105.000,00

- [UD [pemasangan/pencabutan) Rpl105.000,00

12 | IVA Tes Per tindakan Rp25.000,00

13 | Papsmear Per tindakan Rp125.000,00
14 | Creyoterapy Per tindakan Rp150.000,00 I
15 | Pemeriksaan intravagina . Per kasus Rp30.000,00 ,
16 | Plasenta manual Per kasus Rpl180.000,00
17 | Explorasi sisa plasenta Per kasus Rp75.000,00 |
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
18 | Kompresi Bimanual Internal / Eksternal Per kasus - Rp200.000,00
19 | Pelayanan Kesehatan Nifas/Kunjungan Ef]’njunw Rp50.000,00
| 20 | Penanganan Komplikasi KB Per kasus Rp125.000,00
VL. TARIF TINDAKAN MATA —
NO RINCIAN PELAYANAN | SATUAN TARIF
| | Pemeriksaan kelainan Refraksi mata i R‘pﬂb.;[)[?ﬂ]“ |
2 | Insisi hordiclum Per tindakan | Rp25.000,00
3 | Pemeriksaan buta warna Per orang Rp20.000,00
VILTARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT
NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
1 Emﬂg‘ permanen tanpe Per Gigi Rp30.000,00
2 Eﬁﬁfﬁ persnizien dengan Per Gigi Rp50.000,00
3 Fﬁﬁgﬁm“ tanpa injelot Per Gigi Rp20.000,00
4 | Ekstraksi gigi susu dengan injeksi Per Cigi Rp25.000,00
5 | Ondontektomi } Per Gigi Rp250.000,00
6 | Insisi Abses Per tindakan . Rpﬁﬂ.ﬂﬂﬂ,ﬂ[}-
7 | Kuretase 14 rahang RpSﬂ.m]ﬂ,ﬂﬂ.
8 | Operkulektomi .Fr:r lindakan Rp8&80.000,00
9 | Alveolektomi Per tindakan Rp80.000,00
10 | Mukokel Per tindakan Rp80.000,00
11 | Tambalan permanen dengan GIC Per Gigi Rp30.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
12 | Tambalan permanen dengan Sinar Per Gigi Rp50.000,00
13 | Tambalan sementara Per Gigi Rp20.000,00
14 | Pulp Caping Per Gigi Rp20.000,00
15 | Perawatan saluran akar + trepanasi Per Gigi Rp20.000,00
16 | Pengisian saluran akar Per Gigi Rp30.000,00 |
17 | Pemasangan Orthodonti lepasan
a. Satu plat Rp200.000,00
b. Satu spring/kawat Per tindakan | pr30,000,00
¢. Kontrol pemasangan Rp15.000,00
18 | Pemasangan Orthodonti cekat
a. Satu rahang g:; Eh““i 1 | Rp1.800.000,00
b. Kontrol pemasangan Rp100.000,00
19 | Pemasangan gigi tiruan lepasan
a. Satu plat Rp200.000,00
| b.Satu gigi _ i m‘dikan_ _Rp50.000,00
20 | Pelayanan Protesa gigi Per Rahang Rp500.000,00 |
21 | Pembersihan karang gigi/ Scalling ¥ Rahang Rp25.000,00
VIII. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM
NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
A | Pemeriksaan Hematology Rutin
) Per
1} Hemoglohin Pemeriksaan Rp20.000,00 |
. Per
i 2} Leukosit Pemeril Rp20.000,00
. ; Per
3} Entrosit Pemeril Rp20.000,00
Per
4) LED - Rp20.000,00
5) Trombosit LEE Rp20.000,00

Femenksaan
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 NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
 |6) Retikulosit ;}’n . Rp20.000,00
7) Hematokrit ?"mﬁm Rp20.000,00
8) Diffcount cell i‘;mnm Rp20.000,00
9) CT (Masa Pembekuan) i mﬁmﬂ R;a.i4::.|r:n:nn,-:pE_J
10} BT (Masa Pendarahan) F]P._::I’m caan | RP20.000,00
11) Golongan Darah+Rhesus e Rp35.000,00
12) Guiu;gan Darah E;] — Rp&ﬂ.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂ“
18 ekl Anctaner ';:’ " Rp85.000,00
B | Pemeriksaan Urine -
1) Urin lengkap Per paket Rp35.000,00
2} Sedimen urine E:‘"mnm Rp20.000,00 |
3) Protein Urin e Rp20.000,00 |
4) Reduksi i Rp20.000,00
5) Bilirubin Urin x;}e T— Rp20.000,00
C | Pemeriksaan Kimia Klinik h
1) SGOT, SGPT ELNEM Rp20.000,00
2y Cholesterol Total E’:‘;ﬂeﬁ S Rp45.000,00
- HDL Emﬁkm Rp45.000,00
- LDL -;F:neﬁman Bpn.000.00
3) Trigiiserida B eamn | RP50.000,00
4) Ureum B iksaan | RP30.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
|5 creatinin merikaﬂan Rp30.000,00
| 6) Gula darah | ?‘;mm“ Rp20.000,00
7) Uric Acid ]P,:‘;ueﬁkm Rp35.000,00 |
8) Billirubin Total ';,";Eﬁm Rp20.000,00
- Billirubin Direct g;wﬁm Rp20.000,00
9) Alkali Phosphate DT ieann | RP20.000,00
10} Total Protein Fmtrikmn Rp25.000,00
| - Albumin E:nenkmn Rp20.000,00
- Globulin L AN, Rp20.000,00
Tgﬁ'ﬂhgy dan Imunology
- T
- Anti HBS Ag < A Rp60.000,00 |
2} Planotest R rikeaan | RP20.000,00
3) Widal Test ot Rp50.000,00
4) ASTO | i Rp40.000,00
BEEE gz:mﬁm_. Rp40.000,00 |
 |&jTPHA E:;mﬁkmn Rp40.000,00
7) VDRL ::;tﬁkm Rp25.000,00
B) Narkoba wurin ;:'LIEF.'[I{E-EI.-B.H Rp100.000,00
_E hﬁkm;ﬁ:-{agy Medik
- 1) Jamur Go lPP:;':enkmn Rp25.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
F | Parasitology
. Per '
1) Malaria Periiti Rp30.000,00
2) Filaria Pemeril Rp20.000,00 |
: Per
3) Faeces Rutin B asritas F{?‘ID.EI]{},{}I]
G | Virology
1) Rapid Antigent B i ' Rp80.000,00
- 1 p : J
2] Rapid Antibody A BE Rp80.000,00 |
IX. TARIF KONSULTASI
NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
1 | Konsultasi Gizi Per kunjungan | Rpl10.000,00
2 | Konsultasi Klinik Sanitasi Per kasus Rp10.000,00
3 | Konsultasi Keluarga Berencana Per kunjungan Rp10.000,00
4 | Konsultasi Kesehatan Ibu dan Anak Per kunjungan | Rp10.000,00 |
5 | Konsultasi Pasien Khusus (HIV, GO, dll} | Per kasus Rp20.000,00
|
X. PELAYANAN KESEHATAN SISTEM RUJUKAN TERPADU
NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
1 | Pelayanan Rujukan Pasien Dalam Kota . Per rujukan Rp175.000,00
Pelayanan Rujukan Pasien Luar kota [ Per
2 (penambahan biaya per km) Kilometer Rp5.000,00
X1. PELAYANAN KESEHATAN PROMOTIF |
| NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
i 1 | Lavanan kesehatan promotif | Per Hari/org | Rp15.000,00
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XL TARIF LAYANAN KESEHATAN LAINNYA
NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
1 | Akupuntur Per pasien Rp50.000,00
2 | Pelayanan Keschatan Tradisional Per pasien Rp50.000,00
3 | Fisioterapy Per pasien Rp25.000,00
4 |Layanan Kesehatan Kegawatdaruratan
Lapangan di luar jam dinas .
a. Layanan Jasa tenaga kesehatan |
-dokter Per Petugas/ | Rp240.000,00 |
-paramedis Shift (8 Jam] | Rpl76.000,00
-Sopir Rp100.000,00
b. Obat-obatan | Per Pasien Rp30.000,00

C. PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

(LABKESDA)

NO RINCIAN PELAYANAN | SATUAN

TARIF

1 | PEMERIKSAAN LABORATORIUM MASYARAKAT

A. | PEMERIKSAAN AIR

Pemeriksaan Fisika dan Kimia Terbatas | -
1. | Air Minum _ Per Kali Rp220.000,00
Pemeriksaan Figsika dan Kimia Terbatas .
2. | Air Bersih Per Kali | Rp220.000,00 |
3. | Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan Per Kali Rp&0.000,00
4. | Pemeriksaan Mikrobiologi Air Per Kali REp65.000,00 |
5. | Pemeriksaan Mikrobiologi Swap J Per Kali Rp65.000,00
B. | PEMERIKSAAN MAKANAN
1. | Formalin Per Kal Rpiﬁ,ﬂﬂﬂ,ﬂl}
2. | Borax Per Kali Rp25.000,00
3. | Rhodhamine B Per Kali Rp35.000,00
4. | Methanil Yellow Per Kali Rp35.000,00 |
1. | LABORATORIUM KLINIK i
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ND’ RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
A. | HEMATOLOGI
N fna;:hrm I:engkap Metode Hematologi e R —
2. | Darah Lengkap Manual Per Kali Rp20.000,00
Haemoglobin Per Kali | RP10.000,00
4. | Leukosit Per Kali Rp10.000,00
5. | LED Per Kali Rp10.000,00
6. | Diff Count Per Kali Rpl10.000,00
7. | Trombosit Per Kali Rp15.000,00
8. | PCV Per Kali Rp10.000,00
9. | Hacmoglobinmeter ) Pir Kali Rp15.000,00
10. | Golongan Darah Resus Per Kali Rp15.000,00
11.| Pemeriksaan Malaria Per Kali Rp15.000,00
B. | URINE
1. | Urine Lengkap Per Kali Rp15.000,00
2, | Reduksi dan Protein Urine Per Kali Rp10.000,00
3. | Pregnaction Plano Test Per Kali Rp12.000,00
C. | FACES
Faeces Lengkap Per Kali Rp20.000,00
. | KIMIA KLINIK
a. GLUKOSA DARAH
o L R 2_‘“““ REE Per Kali | Rp10.000,00
2. Glukometer Per Kali Rp15,000,00
b. LEMAK DARAH
1. Cholesterol Per Kali Rpl15.000,00
2. Trigliserida Per Kali fip 17.000,00
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- RIH(E]&H PELAYANAN SATUAN TARIF
3. Cholesterol HDL Per Kali Rp 17.000,00
4. Ehul:atnrni LDL Per Kali Rp17.000,00
5. Cholesterolmeter Per Kali Rp20.000,00
6. Trigliseridemeter Per Kali Rp20.000,00
c. FAAL GINJAL
1. Urea / BUN / Creatinin Per Kali Rp 12.000,00
2. Urie Acid Per Kali Rp 15.000,00
3. Urid Acidmeter Per Kali Rp15.000,00
d. FAAL HATI |
1. Billirubin Total Per Kali ~ Rp12.000,00
2. Billirubin Direct perkali | RP12-000,00
4. BOOT Per Kali | Rp12.000,00
SpE——— Por Kali | EP12.000,00 |
e. IMUNOLOGI-SEROLOGI -
1. Widal Per Kali | ®p17.000,00
2. HbsAg Per Kali | Rp25.000,00
3. VDRL Per Kali | Rp15.000,00
4. TPHA Per Kali | Rp45.000,00
5. HIV ( Determine ) PerKali | RP65.000,00
f. MIKROBIOLOGI
1. Pemeriksaan BTA Sputum PerKali | Kp20.000,00
2. Pemeriksaan DTA Kusta Per Kali Rp20.000,00
3. Pemeriksaan GO Per Kali | Rp20.000,00
4. Pemeriksaan Slide BTA Uji Silang | Per Kali Rp5.000,00
g TEST NARKOBA .
Test Narkoba | 6 Chanel ) Rp135.000,00

Per Kali
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
h. TEST JANTUNG |
1. ECG dan Pembacaan Per Kali Rp45.000,00
2. ECG tanpa pembacaan Per Kali Rp35.000,00 |

FELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL KELAPANGAN *

PEMERIKSAAN LABORATORIUM MASYARAKAT

A
1 | FEMERIKSAAN AIR
PemeriksaanFisika dan Kimia Terbatas
Air Minum Per Kali Rp220.000,00
PemeriksaanFisika dan Kimia Terbatas
Air Beraith Per Kali Rp220. 000,00
Pem;'k'_ﬂﬂﬂﬂ Mikrobiologi Makanan Per Kali Rp80.000,00
Pemeriksaan Mikrobiologi Air Per Kali Rp65.000,00
| Pemeriksaan Mikrobiologi Swap Per Kali Rp65.000,00
2 PEMERIKEF_I-AH MAKANAN
Formalin Per Kali Rp25.000,00 1
Borax Per Kali Rp25.000,00
Rhodhamine B Per Kali Rp35.000,00
Methanil Yellow Per Kali Rp35.000,00
Pemanis B Per Kali Rp35.000,00
B | LABORATORIUM H,LH;IIK
1 ]'IEhMTGLDﬂII N
Darah Lengkap Metode Hematologi
- Per Kali Rp35.000,00
Darah Lengkap Manual Per Kali Rp20. 000,00 |
Haemoglobin Per Kali Rp10.000,00
Leukosit Per Kali Rp10.000,00 |
LED Per Kali Rp10.000,00
Diff Count Per Kali Rp 10.000,00 |




WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-149-

NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
Trombosit Per Kali Rp15.000,00
PCV Per Kali Rp10.000,00
Haemoglobinmeter Per Kali Ep15.000,00
Ut;lnngan Darah Resus Per Kali Rp15.000,00
Pemeriksaan Malaria Per Kali Rp15.000,00

2 | URINALISA
| Urine Lengkap PerKali | Rp15.000,00
Reduksi dan Protein Urine Per Kali Rp10.000.00
‘il Pregnaction l:'l_ﬂnn Test Per Kali Rpl12.000,00
3 | FAECES
Faeces Lengkap Per Kali Rp20.000,00
4 | HKIMIA KLINIK
a. GLUKOSA DARAH
;ﬁén;ﬁ?m BSN / 2 Jam PP/ Per Kali Rp10.000,00
2. Glukometer Per Kali Rpl15.000,00
b. LEMAK DARAH
1. Cl-micatrzml Per Kali Rp15.000,00
2, Trigliserida Per Kali Rp17.000,00
3. Cholesterol HDL | Per Kali Rpl17.000,00
4. Cholesterol LDL Per Kali Rp17.000,00
5. Cholesterolmeter Per Kali Rp20.000,00
6. Trigliseridemeter Per Kali Rp20.000,00
c. FAAL GINJAL -
1. Urea / BUN / Creatinin Per Kali Rp12.000,00
2. Uric Acid Per Kali Rpl15.000,0)
3. Urid Acidmeter Per Kali Rp15.000,00
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_P-I{J“ RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF ]
i d. FAAL HATI
|‘ 1. Billirubin Total Per Kali Rpl2.000,00
2. Billirubin Direct Per Kali Rpl12.000,00
3. SGOT Per Kali Rp12.000,00
4, SGPT Per Kali Rp12.000,00
e. IMUNOLOGI-SEROLOGI
1. Widal Per Kali Rp17.000,00
2. HbsAg Per Kali -ﬁpES-ﬂﬂ{l.ﬂﬂ
3. VDRL PerKali | Rp15.000,00
|4 TPHA PerKali | Rp45.000,00
5. HIV | Determine ) Per Kali RpEE-ﬂﬂ-{l,m_
f. MIKROBIOLOGI
1. Pemeriksaan BTA Sputum Per Kali Epﬂa.ﬂﬂﬂ,ﬂﬂ
2. Pemeriksaan H“I‘A- F:'.ustn Per Kali _ Rp20.000,0:M]
3. Pemeriksaan GO PerKali | Rp20.000,00
4. Pemeriksaan Slide BTA Uiji Silang Per Kali RpS5.000.00
g. TEST NARKOBA _
Epl Eﬁjmﬂiﬂﬂ'

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA
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LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR | TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

=

NO RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN
|- I Perumahan (HEumah Tangga)
|| - Rumah Tangga Kecil Selain Komplek Perumahan Rpl0.000,00 | Per Bulan |
! - Rumah Tangga Sedang Komplek Perumahan (Yang | Rp20.000,00 | Per Bulan
dibangun oleh pengembang (REI) atau Tanah
Kaplingan oleh Perusahaan /Pihak ke 3
2 | Perdagangesn [Bisnis)
a. Ruko (Mini Market) Rp30.000,00 | Per Bulan
h. Toko Rp20.000,00 | Per Bulan
¢. Toko Pedagang Kecil Rpl5.000,00 | Per Bulan
i. Pedagang Kaki Lima Rpl5.000,00 | Per Bulan
{yang menempati kawasan yang telah ditetapkan
dan tepi jalan umum)
3 Hotel /Penginapan/Home Stay (Bisnis)
a. Bintang 3/4 Rp250.000,00 | Per Bulan
b. Bintang 1,2 Rpl00.000,00 | Per Bulan
c. Hotel Melati Rp75.000,00 | Per Bulan
d. Losmen / Wisma /Home Stay Rp50.000,00 | Per Bulan
4 | Rumah Makan /Restoran (Bisnis)
a. Rumah Makan/Restaurant Rp30.000,00 | Per Bulan
b. Depat Rp20.000,00 | Per Bulan
e Warung,/ Cafe Rp25.000,00 | Per Bulan
& Tempal-tempat Umum, Rekreasi, Olahraga dan
Hiburan Lainnya [Fasilitas Masyvarakat)
a. Salon Kecantikan / Tempal Potong Rambut Rp20.000,00 | Per Bulan
b. Gedung Olahraga RpS0.000,00 | Per Bulan
¢. Tempat Fitnes Rpl10.000,00 | Per Bulan
6 | Tempat Usaha Lainnya {Industri]
. Perusahaan Bengloel Rp25.000,00 | Per Bulan
b. Garmsi kendarsan angkutan amum/iravel hiro Rp25.000,00 | Per Bulan
. Showroom Mohil Ep20.000,00 | Per Bulan
d. Gudang, penumpukan/penyimpanan barang 5.000,00 | Per Bulan
e. Perusahaan bengkel tradisional Rp25.000,00 | Per Bulan
f. Perusahaan Penggilingan/Penjemuran Rp25.000,00 | Per Bulan
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NO “RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN |
7 Perkantoran [Bisnis)
a. Rumah Sakit Umum
Tipe B Rp600.000,00 | Per Bulan
Tipe C Rp500.000,00 | Per Bulan
Tipe D Rp400.000,00 | Per Bulan
b. BUMN, BUMD dan Perbankan Rp150.000, Per Bulan
¢. Kantor Intansi Pemerintah Rp150,000,00 | Per Bulan
d. Klinik / Rumah Bersalin /Puskesmas Rp50.000,00 | Per Bulan
e, Tempat Praktek Dokter Rp20.000,00 | Per Bulan
8 | Perusahaan {Industri) 3
f. Perusahaan Kecil Rp10.00:0,00 | Per Bulan
b. Perusahaan Menengah | Rpl15.000,00 | Per Bulan
¢, Perusahaan Besar Rp20.000,00 Per Bulan
G | Sampah keramaian / pertunjukan yang bersifat Rp100.000,00 |  Per Hari
isidentil [Faslitas Umum)
10 | Pembuangan Sampah langsung ke Lokasi TPA oleh
miesyarakt f Pihak Ke 3 (Fasilitas Masysralaat)
a, Volume sampah 2 M? Rp20.000,00 Per Kali
b. Volume sampakh 2 M - 4 MY Rpa0. 000,00 Per Eali
¢. Volume sampah 4 M*- 6 M? Rp40.000,00 Per Kali
d. Volume sampah 6 M? Lebih RpS0.000, Per Kali
Tarif Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
No RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN
| | & setiap kali sedot dengan jarak sedot maksimal 20 Rp350.000,00 | Per Sedot
meter Rumah Tangga Kecil Seclain Komplek
Perumahan
| b. tambahan biays untuk kelibahan farak sedot diatas | Rpl0.000,00 Per Sedot
. 20 meter untuk setap kelipatan 10 meter
¢, pembuangan limbah tinja ke tempat pembuangan
| air bungan vang dilakukan dengan kendaraan | Rpl3.000,00 | Per Sedot

sendiri / swasta ke lolasi pengelolapn air buang
[LPAB) vang dikelola oleh Pemerintah Daerah,

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

{ ROBERIA
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LAMPIRAN Il

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUS] DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

e B e R N N LT

sejenisnya

NO RINCIAN PELAYANAN TARIF KET
- [ | TARIF PER SEKALI PARKIR
1 El.}ﬂ,l’?'ﬂuhﬂ barang (kendaraan roda 6) dan Rp5.000,00
i o
Mohil penumpang dan mobil barang
2. (kendaraan roda 4) dan sejemsnya Rp3.000,00
3 Se.}Je:Pa motor (kendaraan roda 2) dan Rp2.000,00
sejenisnya
Il | TARIF PARKIR BERLANGGANAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN
i Eh_}s,-’muhil barang (kendaraan roda 6) dan Rp100.000,00
Sejenisnya
Mohil penumpang dan mobil barang
- {kendaraan roda 4) dan sejenisnya Rp70.000,00
3 Sepeda motor (kendaraan roda 2) dan Rp35.000,00
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LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
1 Ftn?anl‘mtan Pelataran Pasar untuk Per i st Rp5.000,00
kegiatan tertentu
2 | Pasar Kurai Taji 1
1 | Pelataran ]
1. Pelataran pada hari Balai Per Hari Rp5.000,00
2. Pelataran pada hari Biasa Per Hari Rp2.000,00
3. Pelataran Kuliner Per Hari Rp5.000,00
4. Los Basah Per Hari Rp5.000,00
[ 5. Los Kering Per Hari Rp2.000,00
| 11 | Kios -
1. Strategis | m?/tahun Rp250.000,00
2, Strategis 1 m?/tahun Rp225.000,00
3. Strategis IlI ) m?/tahun | Rp200.000,00
4, Strategis [V m?/tahun Rp60.000,00
"M | Pujasera (Lantai 1) m?/bulan Rp20.000,00
IV | Los Lambuang m?/bulan Rp35.000,00 |
Kios di Belakang Los Lambuang m?/bulan Rp25.000,00
4 | Pasar Pabukoan Per Hari Rp5.000,00
1. Pasar Pabukoan Pariaman Per Hari Rp5.000,00 |
2. Pasar Pabukoan Kurai Taji Per Hari Rp5.000,00
5 | Pasar Pagi Pariaman | Per Hari Rp5.000,00
6 | Pasar Pariaman |
I | Kios Pasar Basah |
1. Blok A m?/tahun Rp250.000,00
2 BlokB m?/tahun Rp510.000,00
3. Blok C m?/tahun Rp355.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
4. Blok E (Los Sayur) m?/tahun Rp500.000,00
I | Pelataran
. Los Daging m?/bulan Rp25.000,00
2. Los Sayur Per hari Rp2.000,00
3. Los [kan Per hari Rp5.000,00
7 | Pasar Rakyat Pariaman
1 | Kios =
I. Lantai 1
. - Strategis | m?/ tahun Rp950.000,00
_ - Strategis 11 m?/tahun | Rp1.150.000,00
| - Strategis 111 mi,/tahun Rp725.000,00
2. Lantai 2
- Strategis | mZ/tahun | Rp700.000,00
- Strategis lI m?/tahun Rp625.000,00
- Strategis I m?/tahun Rp425.000,00
3. Lantai 3 i 1l
- Strategis | m?/tahun Rp500.000,00
~ Strategis I m?/tahun Rp450.000,00
- Strategis II1 m?/tahun Rp250.000,00
[ Lanwi’ 1
' - Strategis | m?/tahun Rp200.000,00
- Strategis 11 m-/tahun Rp140.000,00
- Strategis [II m?/tahun Rp125.000,00
I | Lapak N
1. Lantai 1 m? /bulan Rp100.000,00
2. Lantai2 m?/bulan Rp20.000,00
3. Lantai 3 m?/bulan Rp10.000,00
4. Lantai 4 m?/bulan Rp25.000,00
Tl | Balkon Lantai 11 Per tahun__| Rp8.000.000,00

Pj. WALl KOTA PARIAMAN,

I ROBERIA
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LAMPIEAN V

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR | TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO JENIS BANGUNAN SATUAN TARIF

A | Toko Pasar Produksi Jati Pariaman
1. Strategis | m?/tahun Rpl145.000,00
2. Strategis II ' m3/tahun Eplza 000,00
3. Strategis I1I j m?/tahun Rp100. uuu'ﬁ_
4, Strategis IV m? /tahun RpBﬂ.{}[}D,Dﬂ

o | Toko Di Kawasan Pantai Gandoriah .

dan Pantai kata Sekitarnya (
Toko di Kawasan Pantai Gandoriah
(Bangunan tempat kerja lain-lain
berupa kios pujasera Semi Permanen|
| lantai 1

Toko di Kawasan Pantai Gandoriah
(Bangunan tempat kerja lain-lain
berupa kios pujasera Semi Permanen)
lantail 2 )
I1 | Toko souvenir di Kawasan Pantai Kata | Per Tahun Rp1.000.000,00
Kios, Gedung, Pujasera di Kawasan |
Il | pantai Gandoriah di belakang hotel Tahun
nan tongga sampai Gandoniah Mart l
Kios pujasera plaza gandoriah '
IV | (Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Per Tahun Rpl.000.000,00
Semi Permanen berupa Kios Sala) '
Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar
Semi Paermanen berupa Kios Per Tahun Rpl1.370.000,00
| Countainer Box (di Kawasan Wisata

Per Tahun Rp2.500.000,00

11 Per Tahun Rp3.000.000,00

Rp2.500.000,00
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| NO JENIS BANGUNAN SATUAN TARIF
Pantai Gandoriah, Talao Pauh dll)
Gedung Pertokoan, Koperasi/ Pasar ]
VIl | S8emi Paermanen berupa Kios Per Tahun Rp1.000.000,00
Countainer Box — Puja Sera a
' Toko dibawah jembatan gandoriah
Per Tahun | Rpl.000.000,00
VIt | (gandoriah Bridge . P _,
C | Toko Plaza Pariaman
| | 1. Lantai 1 Per Hari Rp5.000,00
2. Lantai 2 Per Hari Rpa. 000,00
3. Lantai 3 Per Tahun | RpH6.389.000,00
A Fanitatd " Per Tahun | Rp47.298.000,00

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA
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LAMPIREAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR | TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

(SATU)} BULAN

NO RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN
A | PARKIR DI TEMPAT WISATA
1 | Truck gandengan, trailer dan =
sejenisnya :
- Hari biasa Rp20.000,00 | Per sekali Parkir
- Hari libur nasional dan Event Rp30.000,00 | Per sekali Parkar
wisata .
2 | Bus, Truck, dan sejenisnya:
- Hari biasa Rpl15.000,00 | Per sekali Parkir
- Hari libur nasional dan Event Rp20.000,00 | Per sekali Parkir
wisata
3 | Sedan, pick up, Mini bus, dan
sejenisnya :
- Hari biasa Rp5.000,00 | Per sekali Parkir
- Hari libur nasional dan Event Rpl0.000,00 | Per sekali Parkir
wisata
4 | Sepeda Motor dan sejenisnya:
- Hari biasa Rp3.000,00 | Per sekali Parkir |
- Hari libur nasional dan Event Rp5.000,00 | Per sekali Parkir |
wisata —— =t
B | PARKIR DI BANGUNAN GEDUNG |
1 | Bus, Truck, dan sejenisnva Rp15.000,00 | Per sekali Parkir |
g | Sedan, pick up,; Minl bum, dan RpS5.000,00 | Per sekali Parkir
sEjenisnya .
3 | Sepeda Motor dan sejenisnya Rp2.000,00 | Per sekali Parkir
¢ | TARIF PARKIR DI BANGUNAN GEDUNG BERLANGGANAN SELAMA 1

Bus, Truck, dan sejenisnya

Rp200.000,00

Per bulan '
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[NE‘ RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN
g |Seden, pek gy, ) b, dan | Rp100.000,00 | Per bulan |
' | BEETMANTH == .
| |
3 | Sepeda Motor dan sejenisnya | Rp30.000,00 | Per bulan

Pj. WALI KOT.

lRDEEEIA

ITAMAN,
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LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS

RINCIAN PELAYANAN

SATUAN

NO TARIF
1 |Pemakaian villa/rumah panggung di
Pulau angso duo dan tempat lainnya di
Kota Paraman:
Untuk 1 (unit) rumah panggung | Rp600.000,00| Per Hari
wisatawan mancanegara
- Untuk 1 ([unit) rumah panggung Rp350.000,00( Per Hani |
wisatawan domestic o
2 | pemakaian 1 (satu) unit Pesanggrahan Rp100.000,00| Per Hari

Fj. WALI KOTA PARIAMAN,

{ ROBERIA
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LAMPIRAN VIl

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO P[.I:t ;:5::‘!:“ JENIS HEWAN SATUAN | TARIF
y Pemakaian kandang | - Eapif I-Eerbau /Kuda | Per Ekor Rp3.500,00
PeNRampung - Kambing/Domba Per Ekor . Ep2.000,00
Biaya pemoton ;
termnaate 84| Sapi/Kerbau/Kuda | Per Ekor  [Rp60.000,00
3 postmortem dan
pemeriksaan - Kambing/Domba Per Ekor Rpl15.000,00
. antemortem) I 1
' - Sapi/Kerbau /Kuda | Per Ekor Epl0.000.00
3 Pengangkutan P p
daging dari RFH - Kambing/Domba | Per Ekor Rp2.000,00
4 | Pemeriksaan ulang Per
daging atas - Sapi/Kerbau/Kuda il Rp15.000,00
| permintaan pemilik E
atau pemilik daging
ridak dapat oo |
menunjukkan surat | -
keterangan Kambing/Domba ik REp10.000,00 |
pemeriksaan dari J
daerah asal |

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,
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LAMPIRAN 1X

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

NO [ RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF |
1 | Pelayanan jasa sandaran Per Sandaran Rpl10.000,00
kapal

Pi. WALI KOTA PARIAMAN,

{ ROBERIA /
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LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARTWISATA, DAN OLAHRAGA

1. TARIF PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

NO RINCIAN PELAYANAN ' TARIF SATUAN
1 | Masuk Kawasan Wisata Pantai Kata,
(andoriah, Talao Pauh, Pantai Sunua,
Marunggi, Apar Manggrove, Kawasan Ep000.00) Peromng
pantai lainnya di Wilayah Kota Pariaman o
. | Masuk kawasan wisata alam Hutan
2 Wisata . Rp5.000,00 | Per orang
3 J Wisata pulau Rpl15.000,00 | Per orang
4. | Wisata Agro Epl0.000,00 | Per orang
5. | Retribusi penyediaan Tempat Kegiatan
Wisata UMKM di Pantai Gandoriah, i
Talao Pauh, Kata Cermin, Taman Anas | ~P10.000,00| Per Hari
| Malik, Pulau Angso Duo, Pulau Tangah
6. | Retribusi masuk Rumah Tabuik
» Dewasa Rp5.000,00 | Per orang
* Anak-anak | YR Rp3.000,00 | Per orang
7. | Retribusi masuk Museum Kapal Perang
» Dewasa Rp25.000,00 | Per orang
o Anak-anak Rp15.000,00 | Per orang
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2, TARIF PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA
NO RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN
1. | Pemakaian Gor:
a. selama 1 (satu) har Rp2.500.000,00 Per Hari
b. selama 1 (satu} bulan Ep30.000.000,00 Per Bulan
c. selama 1 (satu) tahun Rp50.000.000,00 Per Tahun
2. | Pemakaian Gor/Hall 8T, Rajo
Bujang dan Pauh untuk kegiatan
Latihan:
- Perorang Ep3.000,00 Per Orang
a. Dewasa Rp2.000,00 Per Orang
b. Anak-anak Rpl150.000,00 Per Hari
- Perclub I
3. | Pemakaian Gor/Hall ST. Rajo
Bujang dan Pauh untuk kegiatan
Pertandingan:
a. Dewasa Rp5.000,00 | Per Kali Acara
- b. Anak-anak Rp3.000,00 | Per Kali Acara
4. | Pemakaian Kolam Renang
a. Dewasa Rp10.000,00 Per Kali
b. Anak-anak Rp5.000,00 Per Kali

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

f ROBERIA
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LAMPIRAN X1

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. BENIH IKAN
NO ; RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN
1 Ikan Lele
- Benih [kan Lele
= Larva Rp50,00 | Per Ekor
- 2-3cm Rp80,00 | Per Ekor 3
3-5cm Rpl100,00 | Per Ekor
5-8cm - Rpl120,00 | Per Ekor
8-12cm Rp150,00 | Per Ekor
- Ikan Lele Konsumsi Rp12.000,00 | Per Kg
- Calin/Induk Ikan Lele Dumbo . Rp20.000,00 | Per Kg
- Calin/Induk Ikan Lele Sangkuriang Rp60.000,00 | Per Kg
- Calin/Induk Ikan Lele Mutiara Rp60.000,00 | Per Kg
- Calin/Induk lkan Lele Varietas Lain Rp60.000,00 | Per Kg
- Induk Tkan Lele Afkir Rp9.000,00 | Per Kg
2 | Tkan Nila
. - Benih lkan Nila
1-2cm | Rp20,00 | Per Ekor
3-5cm Rp150,00 | Per Ekor
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NO RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN |
2-Bem Rp300,00 | Per Ekor .
- [kan Nila Konsumsi Rp25.000,00 | Per Kg
3 | lkan Gurami
- Benih lkan Gurami
0-1cm Rpl100,00 | Per Ekor
1-2 em Rp250,00 | Per Ekor
2-3cm Rpl.000,00  Per Ekor
3-5cm Rpl.ﬁm.uufperEkm
- lkan Gurami Konsumsi - Ep20.000,00  Per Ekor
- Calin / Induk Gurami - | Per Kg
4 lkan Hias
- Guppy Rp300,00 | Per Ekor
- Cupang RpS5.000,00 | Per Ekor
- Plati Rp300,00 | Per Ekor
- Manfish
Kecil Rpl.500,00 | Per Ekor
Sedang Rp2.500,00 | Per Ekor
Besar Rp3.500,00 | Per Ekor
- Koki
Kecil Rp700,00 | Per Ekor
E-adan-g Rp1.500,00 | Per Ekor
Besar Rp3.500,00 | Per Ekor
- Black Ghost |
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!.N{J RINCIAN PELAYANAN - TARIF EATUP;N |
| | 1-a3 em | le_mm,t}u; Per Ekor
I 3-5¢cm | Rpl.500,00 | Per Ekor
5-8cm | B sz.nnn.un_&: Ekor
8-12cm - Rp2.500,00 | Per Ekor
| - Kot B |
| 1-3em Rp200,00 | Per Ekor |
ol J-5cm Rp300,00 | Per Ekor
| 5-8em Rp2.000,00 | Per Ekor |
-. 8-12em Rp5.000,00 I Per Ekor
| 12-15cm | ﬁpT-EUU,Dﬂ Per Ekor
15 - 20 cm EplD.000,00 | Per Ekor |
i .'E{J- - 25 1:|:11- - - _RPIE_.[}E[}_,U'EE Per Ekor i

2. PEMAKAIAN AIR BERSIH BLUD UPTD PENGELOLA AIR BERSIH
a. FORMULA TARIF
Perhitungan tarif baru pemakaian air bersih menggunakan dihitung
berdasarkan formula tarif sebagai berikut:

Tarif dasar air = Total hiaya usaha dibagq (Jumlah produksi air -
f20%* umlah kebocoran air)

b. RETRIBUSI PEMASANGAN BARU
Biaya pemasangan baru Rp900.000,00/pelanggan

c. RETRIBUSI PEMELIHARAAN WATER METER

| NO UKURAN INCHI WATER TARIF PEMELIHARAAN

| METER - WATER METER

1] % | Rp4.100,00
2 W% Rp13.000,00 |
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[ NO UKURAN INCHI WATER | TARIF PEMELIHARAAN
METER WATER METER

3 1 Rp21.000,00
4 = Rp75.000,00
| S5 | 3 Rpl113.000,00 |

6 4 Rp142.000,00 |

7 6 Rpl180.000,00 |

8 — Rp225.000,00 |
* Biaya pemasangan suatu instalasi tergantung kepada biaya hasil

survey dan SHB pada tahun berjalan

d. RETRIBUSI TARIF UMUM PENYEDIAAN AIR BERSIH

NO |

RINCIAN PELAYANAN

1. | Penutupan sementara atau tetap

TARIF |

2. | Buka kembali sambungan aliran air

" Rp112.500,00 i

| bersih :
a. permintaan Epl12.500,00
b. pelanggaran Rp225.000,00
3. | Biaya: ==
| a. balik nama atau ganti nama e G
b. perubahan kelompok pelanggan REFAC0:00
e. TARIF PELANGGAN AIR BERSIH
______ TINGKAT MINIMUM
. ; i GOLOMNCGAN PEMAEKALAN TARIF PER PEMAKIAAN
NO | AELOMPOR FELANCGAN | BELANGGAN | PROGRESI ml) PERHULAN
PER m3 3
1 | KELOMPOK 1 {SOSIAL]
SOSIAL UM _ . _ _ - |
KEran Umum, Kamar
Mandi Umum lyvang tidak i-1 0} - KE ATAS Rp1. 800,00
| dikomersilkan], Hidran
Umum, dan Makam ——
S0OS8IAL KHUSUS 1-2 ') - 1) B L B0, 00 10 m3
Lembaga keagamaan, 11 - 20 Rp2.000,00
Tempat ibadah lainnya, "1 - 30

Rp2.500,00
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) TINGKAT MINIMUM
CGOLONGAN | PEMAKAIAN | TARIF PER | PEMAKIAAN
WO | KELOMPOK PELARCGAN | ., ancioan | PHOGRKSIF m3| PERBULAN
~ PER m3 m3
Panti asuhan dan lainnya ! 30 Rp3.000,00
2 | KELOMPOK 2 (NON NIAGA)
RUMAII TANGGA Al {
Rumah Papan/Rumah 2.1 ‘- 10 Rp2.500,00
darurat 10 m?
Rumah sangat sederhana "1 - 20 Rpd 800,00
(RS3)
Bumah Semi permanen 21 - 30 Rp3. 400,00
Rumah Type < 35 = 30 REpd. 100,00 '
RUMAH TANGGA A2 2.2 0 - 10 Rpd.000,00
Eumah permanen, selain . s
dari 11 -20 Rp3.500,00 om |
R3S dan Rumah mewsah 231 - 30 Rp4. 100,00 |
Rumah Type =33, <70 = 30 Fp4.900,00
RUMAH TANGGA B 2.3 0 - 10 Rp5.200,00
Rumah permanen T
berlantal 2 (dua) 11 - 20 Rp5.700,00
Komplek Perumahan 21 - 30 Rp6. 300,00 10 m*
fReal Estate
Rumah Mewah, Rumah » 30 Rp7.700,00
Type =70
a | KELOMPOK 3 |
NIACA KECIL 3-1 0- 10 Rp6.000,00 _
‘Warung, Toko, Rumah 11 -0 Rl SO0, 0D |
Makan, Losmen, i : 7 B0 00
Penginapan, Kantor 21 Sﬂm i D{ﬂlﬂﬂ 10 m?
Perusahaan, RumahSakit = Rp9.000,
Swasta dan usaha
lainnya
NIAGA BESAR 3-2 - 10 Rp9.000.00
Hotel, Restoran, Benghkel 11 -0 Ep11.000,00 R
Servis, Tempat Hiburan ; - 13.000.00 !
dan Usaha Lainnva = Rp '
= 30 EplE-ﬂm.ﬂﬂ
INSTANSI PEMERINTAH 34 0- 10 Rp5.000,00
Kantor pemerintah, ‘11 - 20 Rp6.300,00
Rumah Sakit, Puskesmas, 1 7.300,00 10 m*
Selolah Neger, Kedutan / Bi=of) =
Konsulatan = A0 Ep&. 100,00
INDUSTRI KECIL q-1 '0- 10 Rp0. 200,00
Industri Fumah Tangga *11-20 Epl2 000,00 10 m?
Pengrajin dan Industri e
e 21 - 30 Rp14.500,00
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i TINGKAT | MINIMUM
- ., GOLONGAN PFEMAKAIAN TARIF PER | PEMAEKIAAN
| NO | KELOMPOK FELANGOAN | Lo anooan | PROCHESIF mad} | PERBULAN
PEERE m3 | mad
| = A0 Rpl15.500,00 |
| BESAR BESAR 4-2 0 - 20 Rp13.500,00
, Pabrik Minuman, Pabrik - 20 - 30 Rp14.500,00
i Es, lndustii Peribansan, Rnle ' 3
Pabrik Bahan Kimia, ) i aed IR
Pabrik Minuman Kemasan
| dan Industri Lainnya =
PELABUHAN 4-3 0-20 Rp19.550,00 [
> 20 - 30 Rp21.000,00 | 20 m®
! . 30 Rp23.500,00 |
4 | KELOMPOK 5 (KELOMPOK KHUSUS)
[ KELOMPOK KHUSUS
| [KESEPAKATAN) 3 0 - KE ATAS R e OO, D0
. TANGKI AIR

TARIF PELAYANAN MOBIL TANGKI BLUD UPTD PENGELOLA AlR BERSIH

BIAYA
NO| KELOMPOK PELANGGAN TARIF AIR (/M3) TRANSPOR
— [/[Tangki]
1 | KELOMPOK 1 (SOSIAL) Rpl12.000,00 Rp50.000,00
2 | KELOMPOK 2 (NON NIAGA] Rpl15.000,00 Rp70.000,00
3 |KELOMPOK 3 Rp18.000,00 Rp120.000,00
4 | KELOMPOK 5 (KELOMPOK Rp30.000,00 Rp140.000,00
KHUSUS) 1
3. TARIF PEMAKAIAN LABORATORIUM
NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
A. | Pemakaian Laboratorium untuk Pengujian Air Limbah
Al (7 Parameter} Kali Rp400.000,00 l
. A2 (3 Parameter) Kali Rp385.000,00 |
A3 (6 Parameter) Kali Rp365.000,00 |
A4 (12 Parameter] Kali Rp740.000,00 |
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF
AS (13 Parameter) Kali HpE15.000,00
A6 (13 Parameter) Kali RpS90.000,00
AT (12 Parameter) Kali Rp&15.000,00
A& (Y Parameter) kalh Kpa4, 000,00
AS (13 Parameter) Kali Rp890.000,00
Al10 (33 Parameter) Kali Rp2.175.000,00
All {12 Parameter) Kali Rp680.000,00

B. | Pemakaian Laboratorium untuk Pengujian Air Bersih/Air Baku /Higiene

Sanitasi/ Air Tanah/Air Sumur/Air Kolam
B1 Wajib {20 Parameter) Kali Rpl1.165.000,00
Bl Tambahan (10 Parameter) Kali Rp750.000,00
B2 Wajib (20 Parameter) Kali Rpl1.165.000,00
B2 Tambahan (5 Parameter) Kali Rp325.000,00
B3 (10 Parameter) Kali Rp790,.000,00
B4 Kali Rp755.000,00
B5 (2 Parameter] Kali Rp150.000,00

€. | Pemakaian Laboratorium untuk Pengujian Badan Air Penerima/Air

| Permukaan / Air Sungai/Danau /Embung/Air Tanah /Air Sumber
C1 (48 Parameter) Kali Rp3.645.000,00
C2 (36 Parameter) Kali Rp2.295.000,00
C3 (25 Parameter) Kali Rp1.520.000,00

| | c4 (7 Parameter) Kali Rp400.000,00
C5 (2 Parameter] Kali Rpl150.000,00

'D. | Pemakaian Laboratorium untuk Pengujian Badan Air Penerima/Air

Permukaan / Air Sungai/Danau /Embung/Air Tanah /Air Sumber

D1 {Langsung Berhubungan Dengan

D1 Tambahan (B Parameter)

!' Kesehatan : 10 Parameter) kali Rp750.000,00
D1 (Tidak Langsung Berhu ,

Dengan Kesehatan : 16 Parameter) Kali Rp730.000,00

Kali Rp610.000,00
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NO RINCIAN PELAYANAN SATUAN TARIF |
D2 ({Langsung Berhubungan Dengan Kali Rn735.000.00
Kesehatan : 10 Parameter) S
D2 (Tidak Langsung Berhubungan Kali Rpd 10.000,00

| Dengan Kesehatan : 10 Parameter) __FH i |
D3 (20 Parameter) Kali Rp1.335.000,00
D4 (6 Parameter) Kali Rp525.000,00
D5 (2 Parameter) Kali Rp150.000,00
Biaya Mobilisasi Peralatan Laboratorium
NO | PAKET URAIAN voL, | saTuan | Ritacisa JUMLAH KET
1| perucas sampune B
ral Sampel € 2 TitlefHasi 2 Ol RETEO0C,00 | Rpifio.coo.oo
PEIA | Bampel = 3 Titik/ Hari 2 OH Rp350.000,00 |  Rp7O0.000,00
PEIE | Sampel < 2 Tisik/Hari 2 OH Rp7O0.000,00 | Rpl $00.000,00
paz Sampel 3 8/d 4 Titik/Harl | 3 OoH Rp TH.000,00 | Rp225.000,00
PS2A | Sampe 3 8/d 4 Thilg/Hari | 2 i Fpa50.o00.00 | Fpl.0b0.0D000
P2 | Sampel 3 8fd 4 Titik/Hard | 3 oH Rp7O0.000,00 | Rp2.100.000,00
Pa3 Bampel 4 8fd 8 Titik/Hari | & oH Rp 75.000,00 |  Rpa75.000,00
PE3A | Swmpel 4 5/d 8 Titk/Hari | S oH Rpas0.000,00 Rp1 780,000
Pean | Sampel 4 pfd 8 Titik) Har & i3k R OO0, O Rpd_ 500, (0
=) Sampal a & Titik/ Hars [ oM Rp75.000,00 RpH 50,000
PEIA | Hampel = 8 Totik/ Han 3 OH RAS0. 000,00 Rpa. 100,000
PE4H | Bamgel = 8 Trtik/ Har & OH Rp700.000,00 Ry 200,000
2 | BIAYA MOBILITAS PERALATAN
, s Dhitambsa b
- Kendaraan Rodn 2 (Dulam | | Unit/Lokasi | pog non o Rp15.000,00 du‘w peed
Kasta [ Hari s
. ' Ditambahioan
MP2 R T e 1 "'“";':4":,:5""' Rp100.000,00 | Rpl00.000,00 dﬂ;upn & Liter
= — — o
Kendaraan Roda 4 ELF Ui Lorberual Ditambah
M3 oty 1 Tnsi Rp1S0.000,00 | RplS0.000,00 Eﬁ,ﬂf Il.ir:r
Kemekaramn Bada 4 DO Uprief Lodmai
MPa (Luar Kota) 1 fitas Rp@O0.000,00 | Rp@00.000,00 :ﬁ: :L:u:r
Kenclaramn Roda 4 ELF Uit/ Lodcani
MPS (Luar Kota) 1 [Hari W_‘:'m-”"”r"” Rp300,000.00 mﬂul:”

BIAYA OPERASIONAL GENSET
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wo | PakET | URAIAN VOL | SATUAN B ser JUMLAN KET
: e s B Ny
Lolousi 000,00 & Liter
5 i 4 J Jam | Hari Rp30.000,00 Rpsi d-rm.i;m
. : Drinarn bahban
002 | 2a/d4Jam 1 ”’“;’H_"'“:"" Rp60.000,00 Rpf0.000,00 | dengan 5 Lier
I U Dil.l.m'l:.l'l.lﬂ_ln
003 | 48/d&Jam 1 m}f“mm‘ RpA5.000,00 Rp5.000,00 | dengan mE::JH
e e
Ditarnbahlan
Unit/ Lokasa
oG4 8 a/d 24 Jam 1 prhper Rp13s00000 | FPLISO00.00 1 dum:l.: fm Liter

Pj. WALI KOTA_PARIAMAN,
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LAMPIRAN XII

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU
PENYELENQGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISAS] PERANGKAT
DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISAS] ASET DAERAH DENGAN TIDAK
MENGUBAH STATUS KEFPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. TARIF PEMAKAIAN RUANGAN DAN BANGUNAN GEDUNG

A |
NO RINCIAN PELAYANAN TARIF  SATUAN |

Sewa AULA/ruang perternuan: '
- Kapasitas ruang kurang dari 100 (seratus) Rp750.000,00 | Per har
L oTang
- Kapasitas ruang lebih dari 100 (seratus) Rp1.250.000,00 | Per hari

Orang
Sewa Bangunan rumah tabuik untuk pesta |

| 2. dan kegiatan sere 3 N Rpl1.500.000,00 | Per han
Pemakaian Lapangan Youth Center .
3. | a. Sosial Rp3.000.000,00 | Per hari |

b. Komersil Rp5.000.000,00 | Per hari |

B. TARIF PEMAKAIAN ALAT/MESIN

a. Alat Berat dan sejenisnyva

NO | RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN
1. | Mesin Gilas CB 24 Rp550.000,00 Per hari
2. | Mesin Gilas HAMM Rp650.000,00 Per hari
3. | Dump Truk Rp400.000,00 Per hari
4. | Excavator Rp2.250.000,00 |  Per hari
5. | Buldozer Rp2.250.000,00 Per hari
6. | Bachoe Loader Rp1.700.000,00 Per hari
7. | Motor Greder Rpl.750.000,00 Per hari
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NO RINCIAN PELAYANAN TARIF | SATUAN
' 8. | Mini Excavator Epl.#Eﬁ:ﬁﬁ.ﬁﬂ Per hari
10. | Mohil sk_y_ I:tﬁ RETﬁﬂ.ﬂﬂlﬂ,ﬂﬂ- Per Han
b. Pemakaian Kapal
|
NO RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN |
1 | Pemakaian Kapal Banawa Nusatara F :
85 (Banus 88) Rp3.230.000,00 |  Per hari J

c. Pemakaian angkutan bus / mini bus dan sejenisnya

NO RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN

1 | Mobil Bus besar dan sejenisnya Rp4.500.000,00 Per hari

5 | Mobil bus roda 6 135 PS dan Rp1.000.000,00 | Per hari
sejenisnya 8

3 | Mobil lsuzu EIf dan sejenisnya Rp750.000,00 Per hari

4 | Mohil mini bus roda 4 dan sejenisnya Rp300.000,00 Per hari

5 | Mobil Wisata Rpl10.000,00 | Per Orang

C. PEMANFAATAN ASET DAERAH DI KAWASAN WISATA

NO RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN

1 | Bangunan pada kawasan tempat wisata

Pentas Seni Gandoriah dan Pantai Kata
-  Komersial Rp2.000.000,00 Per harn
- Non komersial Rpl.000.000,00 Per hari

2 | Pemakaian Peralatan Hiburan

. Pemakaian Alat musik (Keyboard | Rp1.000.000,00 |  Per hari
dan Sound System)

- Pemakaian Sound System Rp500.000,00 Per hari
3 | Sewa tanah dikawasan wisata
- Ukuran 3 x4 m Rp1.000.000,00 Per tahun
' 4 | Sewa tanah pada waktu lebaran atau Rpl10.000,00 | Per m? per

hari besar lainnya dikawasan wisata tahun
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| Videotron Rp500.000,00 |

(5- 10 me_ﬁit durasi

NO RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN
|'5 | Sewa tanah/lahan objek parkir untuk Rp20.000,00 | Per m* per
keperluan usaha tahun
Bangunanfaset lainnya di kawasan wisata
|
IF
NO RINCIAN PELAYANAN e SATUAN
1 | Halaman /Lapangan (Rumah Tabuik
| Pasa Rumah Tabuik Subarang, dan Rp400.000,00 Per Hari
Lapangan yang ada dikawasan wisata)
2 | Sewa Tempat Pentas Gandoriah dan
Pentas Pantai Kata '
| e Rp1.000.000,00
-Romperiil Rp500.000,00 |  per Hari
-Non Komersil L T
3. | Retribusi Pemakaian Lokasi Wisata
(kepada pedagang yang berjualan Rp200.000,00 | Per Pedagang |
selama pesta pantai)
4, | Jualan di Kawasan Wisata (pedagan
{ - Rp5.000,00 Per Harl |
kaki lima)
5. | Jualan di Kawasan Wisata (pedagang
kaki lima saat pesta pantai, tabuik Rp20.000,00 Per Hari
dan event besar lainnya)
D. TARIF PEMAKAIAN VIDEOTRON DAN TIANG REKLAME
NO | RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN
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NO | RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN
| ] tayang}/ber ulang dalam 1
Rpl1.000.000,00 |(10-20 menit durasi
tayang) /setiap tayang/ber
ulang dalam 1 hari selama |
seminggu. —
2 | Tiang Reklame Rp250.000,00 | m? /Per bulan
Rp150.000,00 | m?/Per Minggu W
Rp50.000,00 m?/Per Hari |
E. SEWA TANAH
NO RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN
1 | Sewa Tanah Median Jalan Rp10.000,00 | Per m? per tahun

F. TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE /MOBIL JENAZAH

H’DJ RINCIAN PELAYANAN TARIF SATUAN
' Dalam Kota Rp100.000,00 Per Kali
S ip Rp100.000,00 + Per Kali
2 | Luar Kota Luar Provinsi Rp5.000,00 /km
Pelayanan Kamar jenazah Rp25.000,00 Per Jam
3
| | Pelayanan Kontainer jenazah /freezer/ Rp625.000,00 Per Kali
| 5 | Pelayanan Peminjaman Ventilator Rp769.000,00 Per Hari

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

3

'{ ROBERIA
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi

A. Bangunan Gedung
Untuk perhitungan retribusi atas Bangunan Gedung dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :

Nilai retribu=si (N : LLt x (o x SHST) x It x lbg
LLt . ¥ (LLi+LBi
It :If x ¥(bpxlp) x Fm

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan
Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan
Bangunan Gedung Negara).

o : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap
SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai
paling tinggi 0,5 %

It : Indeks Terintegrasi

Tbg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp :  bobot parameter

ip . Indeks parameter

Fm . Faktor kepemilikan

B. Prasarana Bangunan Gedung
Untuk perhitung retribusi atas Prasarana Bangunan Gedung dihitung
dengan menggunakan rumus sebagai berikout :
VxIxIbg x HSpbhg
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Keterangan :
EF

Ihg

= Volume
= Indeks prasarana Bangunan Gedung

= Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertingg (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara
Sederhana vang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi
perhitungan standar harga satuan tertinggl yang disediakan oleh menten
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kota
Pariaman, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota.
SHST ditetapkan sebagai berikut :

a.

b.

2.

i

Banpgunan tidak sederhana sebesar Rp7.240.000,00 (tujuh juta dua
ratus empat puluh ribu rupiah); dan

Bangunan sederhana sebesar Rp6.060.000,00 [enam juta enam
puluh ribu rupiah).

B. Indeks Lokalitas (llo)

Indeks Lokalitas ([lo)] merupakan persentase pengali terhadap SHST

vang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Nilai Indeks Lokalitas paling tinggi vaitu 0,5% (nol koma lima

perseratus persen)

Pemerintah  Daerah menetapkan Indeks lokalitas dengan

mensimulasikan nilai perhitungan retribusi bangunan sesuai PF no.

16 tahun 2021 dan perbandingannya dengan nilai retribusi yang

berlaku sebelumnya. Indeks Lokalitas menjadi kontrol agar

perbandingan nilai perhitungan retribusi wajar dan dapat diterima

masyarakat.

Pemerintah Daerah menetapkan nilai Indeks Lokalitas sebesar 0,5%.

Simulasi perhitungan retribusi diuraikan sebagai berikut:

al Menggunakan formula yang saat ini masih berlaku sesuai Perda
No. 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Retribusi PBG = Luas x Indeks Terintegrasi x Indeks
Pembangunan Baru x Harga
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Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg)

- Indeks Pembangunan Baru = 1,00

- Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg =
Rp10.000,00

- Indeks Terintegrasi (It) = 0,305

Maka, Retribusi PBG sesuai Perda No. 8 Tahun 2010 yaitu
= L % [t x Indeks Pembangunan Baru x HSbg
= 36 x 0,290 x 1,00 x Rp10.000,00

= Rpl04.400,00

b] Menggunakan formula sesuai PP nomor 16 tahun 2021
1. Dengan Indeks Lokalitas (llo} 0,5% (tertingg)
Nilai Retribusi (Nr) = LLt x (llo x SHST) x it x [bg
=36 x [0,5% x Rp4.500.000,00) x 0,1Bx 1
= Rp145.800,00
2. Dengan Indeks Lokalitas {llo) 0,4%
Nilai Retribusi (Nr] = LLt x (Tlo x SHST) x It x Ibg
= 36 x (0,4% x Rp4.500.000,00) x 0,18 x |
= Rpl16.640,00
3. Dengan Indeks Lokalitas (llo) 0,3%
Nilai Retribusi (Nr) = LLt x (llo x SHST) x It x Ibg
= 36 x (0,3% x Rp4.500.000,00) x 0,18 x 1
= Rp87.480,00

Kesimpulan:

Berdasarkan simulasi di atas, didapatkan:

- nilai retribusi sesuai Perda No. 8 Tahun 2010 sebesar Rp104.400,00

- nilai retribusi sesuai PP no. 16 tahun 2021 dengan Indeks Lokalitas
(o) 0,5% sebesar Rp145.800,00

- nilai retribusi sesuai PP no. 16 tahun 2021 dengan Indeks Lokalitas
(llo} 0,4% sebesar Rp116.640,00

- nilai retribusi sesuai PP no. 16 tahun 2021 dengan Indeks Lokalitas
(llo) 0,4% sebesar Rp87.480,00

Maka disimpulkan bahwa Indeks Lokalitas (llo) untuk mendapatkan nilai
retribusi yang wajar setelah hampir 13 tahun tidak adanya perubahan
perda atas tarif retribusi IMB yaitu 0,5%.
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C. Indeks Terintegrasi (It)
FUNGEI INDEK | KLASIFIEAS] | BOBOT PARAMETER INDEKS
5 PARAME PARAMETER
FUTHUET TER (bpl (i
{ = S
USAHA 0,7 Kompleksit 0,3 | a. Sederhana 1
as | b. Tidak 2
B | Sederhana
USAHA (UMKM- 0,5 | Permanensi 0,2 a. Non 1
PROTOTIPE) Permanen
b. Permanen 2 —
HUNIAN Ketinggian 0,5 | * Mengikuti *| Mengikuti
Tabel Koefisien | Tabel
a <100 m?dan< | 0,15 Jumlah Lanta Koefisien
2 lantai Jumlah
b. > 100m< dan 0,17 Lantai
_>2 lantai (—
KEAGAMAAN 0
FUNGSI KHUSUS 5 EET -
SOSIAL BUDAYA | 0,3 | Faktor Kepemilikan (Fm)
GANDA/CAMPU a.Negara 0
RAN b. Perorangan / 1
Badan Usaha
a.Luas =500 m2 0,6
dan <2 Lantai
b. Luas >500 m2 0,8
dan =2 lantai
Tabel Koefisien Jumlah Lantai
JUMLAH LANTAI KOEFISIEN JUMLAH KOEFISIEN
JUMLAH LANTAI JUMLAH LANTAI
LANTAI
Basemen 3 lapis + | 1,393 + 0,1 (n) 33 1,704
ol N S - o
Basemen 3 lapis 1,393 34 1,713
__Basemen 2 lapis 1,299 35 | 1,722
Basemen 1 lapis 1,197 36 1,730
1 1 a7 1,738
3 1,090 38 1,746
3 1,120 39 1,754
4 1,135 40 1,761
a 1,162 41 1,768
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Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

Kocfisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai
atau lapis basemen pada bangunan Gedung Diatas 3 lapis basemen,
koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

(EiLii x XL)) + E(LBi x KB)
(ELLT+ ELBI)
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JUMLAH LANTAI KOEFISIEN JUMLAH KOEFISIEN
JUMLAH LANTAI | JUMLAH LANTAI
LANTAI
f 1,197 42 1,775
7 1,236 43 1,782
8 1,265 43 1,789
9 1,299 45 1,795
10 1,333 46 1,801
11 1,364 47 1,807
12 1,393 48 1,813
13 1,420 49 1,818
14 1,445 50 1,823
15 1,468 i 51 1,828
16 1,489 | 52 1,833
— 17 1,508 53 1,837 |
18 1,525 54 1,841
19 1,541 55 1,845
20 1,556 56 1,849
91 1,570 57 1,853
22 1,584 58 1,856
23 1,597 59 1,850
24 1,610 60 1,862
25 1,622 60+ (n] | 1,862 + 0,003 (n
26 1,634
27 1,645
28 1,656
29 1,666
30 1,676
_ 31 1,686
32 1,695
terangan
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LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LB : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS BANGUNAN ~ INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Baru il 1
Rehabilitasi/ Renovasi BG

a. Sedang 0,45 x 50% = 0,225

_b. Berat 0,65 X 50% = 0,325
Pelestarian/ Pemugaran

a. Pratama 0,65 x 50% = 0,325

b. Madya 0,45 x 50% = 0,225

c. Utama 0,30 x 50% = 0,150
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[I. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

i i T = =i INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (1]
RUSAK BERAT/ RUSAK SEDANG /
HARGA SATUAN
RETRIBUSI PEKERJAAN PEKERJAAN
NO.| JENIS PRASARANA BANGUNAN D ARAT AR PEMBANGUNAN KONSTRUKSI KONSTRUKSI
(HSPBG) BARU SEBESAR 65% SEBESAR 45% |
DARI BANGUNAN | DARI BANGUNAN
GEDUNG GEDUNG |
1 | Konstruksi Pagar Rp3.000,00/m 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
pembatas/penahan/ [ no0u1/ raitening wall Rp3.000,00/m 1,00 10,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
! PENEATNAT - < 2
:;‘rr:if batas Lmilings Rp3.000,00/m 1,00 0,65 % 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
2 | Konstruksi penanda | Gapura | Rp5.000,00/m? 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
masuk lokasi Gerbang ' Rp5.000,00/ m? 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
3 | Konstruksi Jalan Rp3.000,00/m? | 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
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INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (1)

AR TR RUSAK BERAT; | RUSAK SEDANG/
Setisees PEKERJAAN PEKERJAAN
NO.| JENIS PRASARANA BANGUNAN PRASARANA | PEMBANGUNAN | KONSTRUKSI KONSTRUKSI
(HSPBG) BARU SEBESAR 65% SEBESAR 45%
DARI BANGUNAN | DARI BANGUNAN
GEDUNG GEDUNG
1 perkerasan Lapangan upacara Rp3.000,00/ m3 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
LADAIEAT. QU TG Rp3.000,00/m? 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
. terbuka : |
"4 | Konstruksi it :
perkerasan aspal, Rp3.000,00/m?2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
beton
i 5 | Konstruksi
| perkerasan Rp3.000,00/m? 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
grassblock
6 | Konstruksi Jembatan Rp5.000,00/m? 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
penghubung Box culver Rp5.000,00/m?2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
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HARGA SATUAN

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (1)

RUSAK BERAT/

RUSAK SEDANG/

RETRIBUSI PEKERJAAN PEKERJAAN
NO.| JENIS PRASARANA BANGUNAN PRASARANA | PEMBANGUNAN |  KONSTRUKSI KONSTRUKSI
| (HSPBG) BARU SEBESAR 65% SEBESAR 45%
DARI BANGUNAN = DARI BANGUNAN
GEDUNG GEDUNG
7 | Konstruksi
 penghubung Rp5.000,00,/ m? 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
i (jembatan antar
| Gedung)
8 | Konstruksi
penghubung
(jembatan Rp5.000,00, m? 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
penyebrangan
orang/barang i__ . _|
ol £ Rp5.000,00/m? 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
penghubung | |
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| INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (1]
RUSAK BERAT/ RUSAK SEDANG/
HARGA SATUAN
RETRIBUSI PEKERJAAN FEKERJAAN
NO.| JENIS PRASARANA BANGUNAN PRASARANA PEMBANGUNAN KONSTRUKSI KONSTRUKSI
(HSPBG) BARU SEBESAR 65% SEBESAR 45%
DARI BANGUNAN | DARI BANGUNAN
GEDUNG GEDUNG
(lembatan bawah
tanah) .
10| Konstruksi kolam/ Kolam renang Rp5.000,00/m? | 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
reservoir bawah Kolam pengolahan air
tanah reservoir di bawah Rp5.000,00,/ m? 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
tanah
11| Konstruksi septik Rp5.000,00/m? 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
tank, sumur resapan N -
12| Konstruksi Menara | Menara reservoir Rp50.000,00/ 5m? 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225

_Ean;gn E

Rp50.000,00/5m? |

1,00

0,65 x 50% = 0,325

0,45 x 50% = 0,225 \
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INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (1)

RUSAK BERAT/ | RUSAK SEDANG/
HARGA SATUAN
| Nttt ‘ PEKERJAAN PEKERJAAN
ND.| JENIS PRASARANA BANGUNAN R ASARANA PEMBANGUNAN KONSTRUKSI KONSTRUKSI
(HSPBO) BARU SEBESAR 65% SEBESAR 45%
| DARI BANGUNAN | DARI BANGUNAN
. GEDUNG GEDUNG
{ I =T
= :Em““m Menara Rp25.000,00/5m? 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
14| Konstruksi Tugu Rp10.000,00/unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
monurment Patung Rp3.500,00/ unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
' di dalam persil Rp10.000,00/unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
di luar persil Rp10.000,00/ unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
15| Konstruksi instalasi/ | ' Rp40.000,00/ unit
g et Instalasi listrik (A% rieseiit 10 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
m?, apabila ada '
penambahan luas
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INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (1)
RUSAK BERAT/ RUSAK SEDANG/
| Hﬁ;ﬁg&m PEKERJAAN PEKERJAAN
JENIS PRASARANA | BANGUNAN PRASARANA PEMBANGUNAN KONSTRUKS! KONSTRUKSI
(HSPBG) BARU | SEBESAR 65% SEBESAR 45%
DARI BANGUNAN | DARI BANGUNAN
- GEDUNG GEDUNG
unit, dikenakan
biaya tambahan
Rp4.000,00/m? ) I
Instalasi telepon/ Rp40.000,00/ unit .
komunikasi (luas makasimum
10 m?, apabila ada
penambahan luas 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
unit, dikenakan
biaya tambahan
Rp4.000,00/m?)
Instalasi pengolahan Rp40.000,00/ unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
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INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (1)
HARGA SATUAN RUSAK BERAT/ | RUSAK SEDANG,/
RETRIBUSI PEKERJAAN PEKERJAAN
NO.| JENIS PRASARANA BANGUNAN PRASARANA PEMBANGUNAN KONSTRUKSI KONSTRUKSI
(HSFBG) BARU SEBESAR 65% SEBESAR 45%
DARI BANGUNAN | DARI BANGUNAN
GEDUNG GEDUNG
(luas maksimum 10 i - =1
m?, apabila ada
penambahan luas
unit, dikenakan
biaya tambahan Rp
L 4.000,00,/m?
16 | Konstruksi reklame/ | Billboard papan iklan Rp200.000,00/ unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50°% = 0,225
PRpEL, AT Papan nama (berdiri
sendiri atau berupa Rp200.000,00/ unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
\ embok pager) | | )
17 | Fondasi mesin /luar Rp10.000,00/ unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225

s
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INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (1)
RETRIBUSI PEKERJAAN PEKERJAAN
NO.| JENIS PRASARANA BANGUNAN PRASARANA PEMBANGUNAN KONSTRUKSI KONSTRUKSI
(HSPBG) BARU SEBESAR 65% SEBESAR 45%
DARI BANGUNAN | DARI BANGUNAN
GEDUNG GEDUNG
bangunan mesin
18 | Konstruksi Menara Rp200.000,00/unit
televisi (tinggi maksimal
i 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
penambahan
ketinggian, dihitung
kelipatannya)
19 | Konstruksi Menara
it e 1,00 0,65 x50%=0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
T!gmnmng tower
d i e——
engan konstruksi g ogian 25 - 50 m Rp200.000,00/unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
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INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG {I)
i —— | RUSAK BERAT/ RUSAK SEDANG/
HARGA SATUAN
RETRIBUSI PEKERJAAN PEKERJAAN
NO.| JENIS PRASARANA BANGUNAN PRASARANA PEMBANGUNAN KONSTRUKS] KONSTRUKSI
(HSPBG) BARU SEBESAR 65% SEBESAR 45%
DARI BANGUNAN DARI BANGUNAN
GEDUNG GEDUNG
3-4 kaki Ketinggian 51 - 75 m Rp200.000,00,/unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
Ketinggian 76 - 100 m Rp200.000,00/ unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
Ketinggian 101 - 125 m | Rp200.000,00/unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
Ketinggian 126 - 150 m | Rp200.000,00/ unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
Ketinggian diatas 1530 m | Rp200.000,00/ unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45x 50% = 0,225
2) Sistim guy wire/
bentang kawat | Ketinggian 0- 50 m Rp200.000,00, unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 X 50% = 0,225
Ketinggian 51 - 75 m Rp200.000,00/ unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
Ketinggian 76— 100m | Rp200.000,00/unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
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) o INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG [I]_
| RUSAK BERAT/ | RUSAK SEDANG/
HARGA SATUAN
NO.| JENIS PRASARANA BANGUNAN PRASARANA PEMBANGUNAN KONSTRUKSI KONSTRUKSI
(HSFBG) BARU SEBESAR 65% SEBESAR 45%
DARI BANGUNAN DARI BANGUNAN
SGEDUNG GEDUNG
Ketinggian diatas 100 m Rp200.000,00/ unit 1,00 065 x50%=0325 0,45 x30% =0,225
20 | Konstruksi antenna Menara Bersama -

[tower
telekomunikasi)

' a. Ketinggian kurang

Rp150.000,00/unit

dari 25m Rp200.000,00/ unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
b. Ketinggian 25 - 50m | Rp200.000,00/unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
. Ketinggian diatas | R5200.000,00/unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225 |
Menara mandin
® giamnr;%ur kurang Rp150.000,00/unit 1,00 0,65 x 50% =0,325 | 0,45x 50% = 0,225
b. Ketinggian 25- 50 m 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
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INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (1)
HARGA SATUAN RUSAK BERAT/ RUSAK SEDANG/
RETRIBUSI PEKERJAAN PEKERJAAN
NO.| JENIS PRASARANA BANGUNAN PRASARANA PEMBANGUNAN KONSTRUKSI KONSTRUKSI
(HSPBG BARU SEBESAR 65% SEBESAR 45%
DARI BANGUNAN | DARI BANGUNAN
GEDUNG GEDUNG
- 5.;.: ,,;l“i" N Rp150.000,00/unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
e E:ﬂf e Rp20.000,00/ unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
22 | Pekerjaan drainase : ———
dalam persil 1) Saluran Rp2.000,00/m 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
2) Kolam tampung Rp2.000,00/m3 1,00 | 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225
2% Tyt Rp5.000,00/m? | 1,00 0,65 x 50% = 0,325 | 0,45 x 50% = 0,225

penyimpanan /silo
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Keterangan

1. RB = Rusak Berat

2, R8 = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

/ ROBERIA
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO RINCIAN PELAYANAN - TARIF SATUAN
Kompensasi Penggunaan Tenaga
Kerja Asing Atas  Pengesahan Perorang
1 | Rencana Penggunaan Tenaga Kerja uUsp 100 Perbulan
Asing Perpanjangan vang lokasi Perjabatan
| kerjanya di Daerah r B
Keterangan :

Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah
berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

(EDBERJH




